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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya 

berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka kami dapat menyelesaikan Laporan Rapat 

Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 

di Kabupaten Kutai Barat dengan baik tepat pada waktunya. 

 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih perlu perbaikan 

dan penyempurnaan, untuk itu kami akan menerima kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak sehingga akan lebih melengkapi laporan kegiatan ini. 

 

 

 

           Samarinda,     Februari 2020 

 

             Ketua Panitia 

 

 

           Ir. Surono,M.Si 

                                                                               NIP. 19660119 199903 1 003 
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               A. LATAR BELAKANG             

  

          erbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, 

kemiskinan, dan pengangguran, telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai 

kebijakan dan kegiatan nasional.  

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur 

telah melakukan program pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. 

Penggunaan dana APBD dan kucuran dana APBN digunakan ke desa. Semua 

dilakukan untuk membuat desa menjadi bagian penting dalam kesatuan negara 

republik Indonesia 

 

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 841 Desa, 197 Kelurahan dan 103 Kecamatan, 

berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019.  Kondisi Desa  di 

Kalimantan Timur yang masuk Kategori Mandiri sebanyak 11 Desa,  kategori Maju 

sebanyak 107 Desa,   Kategori Berkembang sebanyak 415 Desa,  Kategori Desa  

Tertinggal sebanyak 285 Desa dan Kategori Desa  sangat Tertinggal jumlahnya yaitu 

23 Desa.  

Dengan 841 desa di Kalimantan Timur, tugas berat di bebankan pada semua 

stakeholder, salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa Provinsi Kalimantan Timur. Khusus DPM-PD Kaltim, dengan 4 bidang yaitu 

bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Bidang usaha 

ekonomi masyarakat sumber daya alam dan TTG, bidang pemerintahan desa dan 

kelurahan, bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 

 

Salah satu tahapan dalam pembangun Kalimantan Timur adalah komitmen, dan 

keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola 

potensi sumber daya alam, untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang mandiri, 

berdaya saing dan sejahtera. Salah satu caranya dalah dengan melakukan Rapat 

Koordinasi Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020. 

 

Rakor Bidang PMD dilaksanakan dengan tujuan secara umum untuk menguatkan 

koordinasi dan arus pelaporan yang berbasis data secara berjenjang bagi seluruh 

pelaku bidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dan secara 

khusus, adalah untuk mengoptimalkan kapasitas kab/kota  sehingga yang menjadi 

tugas pokok dan fungsinya bisa dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur dan 

aturan yang telah ditetapkan.  
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Sebagai penutup, ijinkan kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya 

kepada pembicara/nara sumber. Kepada para peserta, rekan-rekan kab/kota yang 

berkenan meluangkan waktu dan hadir pada Rapat Koordinasi ini di sela-sela rutinitas 

pekerjaan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 

membantu dalam penyusunan laporan ini. 

 
 

B. DASAR HUKUM 

 
Adapun Dasar Pelaksanaan kegiatan antara lain : 

a. Undang-undang  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

b. Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dan Perubahannya. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 

e. DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Provinsi Kalimantan Timur, Program Pengembangan dan keserasian kebijakan 

pemberdayaan masyarakat, kegiatan sinkronisasi dan penyerasian kebijakan 

dan program pemberdayaan masyarakat Tahun 2020 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

  
 Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se 

Kalimantan Timur Tahun 2020 bermaksud sebagai wadah Koordinasi dan konsolidasi 

antara Provinsi dan kab/kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan Pemerintahan Desa 

 

Tujuan : 

a. Penyamaan Persepsi terkait Permendagri no 90 tahun 2019 

b. Memberikan wawasan terkait rencana Bantuan Keuangan Kepada Desa  

c. Ekspos target sasaran RPJMD 2019 – 2023 provinsi kaltim 

d. Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan Program data pemberdayaan 

masyarakat dan desa 

e. Mengevaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan rencana kerja 2021 

 

f. Mendiskusikan penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan  pemberdayaan 
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masyarakat dan desa dalam rangka Pengambilan kebijakan dan penyelesaian 

permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 

g. Menghasilkan berita acara hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tahun 2020 

 
D. SASARAN KEGIATAN : 
 
Sasaran Kegiatan ini adalah : 
 
Sasaran Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

desa tahun 2020 ini  :  Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota melalui perangkat 

daerah terkait yang menangani penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan 

masyarakat dan desa/ kelurahan 

 
E. HASIL YANG DICAPAI 

Hasil yang akan dicapai, melalui Rapat Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa ini adalah sebagai berikut: 

a. Optimalnya fungsi koordinasi antar provinsi dan kab/kota terkait program 

kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 

b. Evaluasi progress pelaksanaan program/ kegiatan bidang pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa 

c. Updating dan pemutakhiran data terkait dengan kegiatan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 

d. Rekomendasi pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat 

dan pemerintahan desa ini kepada pemangku pimpinan.  

 

F. METODE PELAKSANAAN 

 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa dilangsungkan dengan metode talkshow dengan sesi 

sebagai berikut : 

1.  Pemaparan materi narasumber dari perangkat daerah terkait tingkat 

provinsi dengan metode talkshow yang dipandu oleh moderator   

2. Pemaparan materi bidang teknis di lingkup DPMPD Prov. Secara panel 

dan dipandu oleh moderator 

Berita acara kesepakatan yang dipandu oleh bidang teknis dan moderator 
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G. PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Waktu dan Tempat 

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan 

Timur Tahun 2020,  tanggal 10 Februari 2020,  di Hotel Novotel, Balikpapan. 

 

2. jadwal 
 

JADWAL RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2020 

Balikpapan, 10 Februari 2020 

Hari/ Tanggal Waktu Materi Moderator Keterangan 

Senin, 
10 Februari 
2020 

07.30 – 
08.30 

Registrasi Peserta dan Undangan Panitia 
 

 08.30 - 
09.30 

Pembukaan : 
 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
 Pembacaan Doá 
 Laporan Ketua Panitia 
 Sambutan Plt. Seketaris Daerah Prov. 

Kaltim sekaligus membuka Acara 
 

Panitia 

 

 08.30 – 
08.45  

Coffe Break 

 08.45 – 
12.15 

Sesi I :   

  1. Bappeda Prov. Kaltim terkait Kebijakan 
Tahun 2021 terkait Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa) 

2. BPKAD Prov. Kaltim dengan materi : 
Kebijakan terkait rencana Bantuan 
keuangan kepada Desa  

3. DPMPD Prov. Kaltim ( dengan materi terkait 
kebijakan Program DPMPD Kaltim tahun 
2020 – 2021) 

Seketaris 
DPMPD Prov. 

Kaltim 

 

 12.15 – 
13.30 

Ishoma 

  Sesi II :   

 13.30-13.45 1. Paparan Bidang 
Pemerintahan Desa dan 
Kelurahan 

Terkait 
Evaluasi 

Tahun 2019 
dan 

Rencana di 
Tahun 2021 

Seketaris 
DPMPD Prov. 

Kaltim 

 

 13.45-14.00 2. Paparan Bidang 
Pembangunan Desa 
adan Kawasan 
Perdesaan 

 14.15-14.30 3. Paparan Bidang 
Pemberdayaan, 
Kelembagaan & 
Sosbudmasy. 

 14.30 – 
14.45 

4, Paparan Bidang Usaha 
Ekonomi 
Masyarakat,SDA dan 
TTG 

 14.45 – 
15.00 

Coffe Break 

 15.00- 16.30  Diskusi   

 16.30- 
selesai 

 Perumusan Berita Acara Kesepakatan 
dan Penandatanganan Berita Acara 
Kesepakatan 

 Penutup 
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3. Narasumber 

Narasumber pada acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020  ini adalah : 

 Kepala Dinas PMD Prov. Kaltim 

 BPKAD Prov. Kaltim 

 Bapeda Prov. Kaltim 

 Kepala Bidang di lingkup DPMPD Prov. Kaltim 

 

4. Peserta 

Peserta acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se 

Kalimantan Timur Tahun 2020 ini adalah aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota 

melalui perangkat daerah terkait yang menangani penyelenggaraan urusan di bidang 

pemerintahan masyarakat dan desa/ kelurahan  

 

5. Pembiayaan 

Acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se 

Kalimantan Timur Tahun 2020  ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun Anggaran 2020. 
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PENUTUP 

Demikian Laporan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dapat kami sampaikan, untuk dapat 

dipergunakan untuk keperluan pelaporan, dan juga sebagai arsip bagi kantor sehingga 

dapat dijadikan pedoman untuk pelaksaaan Rakor yang akan datang 

 

                                                               Ketua Panitia 
 
 
 
              Ir. Surono,M.Si 
                                                                                  NIP. 19660119 199903 1 003 
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KATA PENGANTAR 

                

            uji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

dengan perkenannya maka Buku Panduan Rapat Koordinasi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Tahun 2020 yang diselenggarakan di Balikpapan, Tanggal 10 

Februari 2020, dapat tersusun dengan Baik. Buku ini secara umum 

menjelaskan tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya 

Rakor serta memberikan gambaran tentang petunjuk teknis 

setiap tahapan pelaksanaan Rakor. 

Tema Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Tahun 2020, yang diselenggarakan pada 

tahun ini yaitu “Keterbukaan Informasi Publik untuk Membangun 

Demokrasi dan Mencegah Korupsi”. Semoga, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi 

Kalimantan Timur dapat secara nyata merumuskan dan 

mengimplementasikan hasil-hasilnya, sehingga dapat 

memberikan kontribusi secara nyata kepada bangsa, selaras 

dengan tema yang diusungnya. 

 
Balikpapan, 10 Februari 2020 

 
                   TTD 

 
Panitia Pelaksana 

P 



 

  

 

 

 

 

LAPORAN KETUA PANITIA  
RAKOR DPMPD 2020 

 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Salam Sejahtera untuk Kita Semua 
- Yang terhormat Kepala Dinas DPMPD Provinsi 

Kalimantan Timur; 

- Yang terhormat Kepala Dinas/ Bagian yang menangani 

ke-PMD-an Kab/Kota se Kalimantan Timur beserta 

jajarannya; 

- Yang terhormat Sekretaris/ Kepala Bidang di Lingkungan 

DPMPD Provinsi Kalimantan Timur; 

Hadirin yang berbahagia 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan Rahmat dan 

Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di ruangan ini 

sehubungan dengan dilaksanakannya Pembukaan Rapat 

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini 

dilaksanakan dengan maksud sinkronisasi dan penyerasian 

kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa antara provinsi dan kab/kota se Kaltim ; 

serta untuk menilai perkembangan pelaksanaan 

program/kegiatan yang sudah dan atau sedang berjalan 

Pada akhirnya melalui kegiatan Rapat Koordinasi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se 

Kalimantan Timur Tahun 2020 diharapkan tercipta sinkronisasi 

program dan kegiatan serta percepatan pencapaian progress 

kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyamaan 

pemahaman dan persepsi. 

Adapun Dasar Pelaksanaan kegiatan antara lain 

a. Undang-undang  23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

b. Peraturan Pemerintahan No. 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah 

c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 09 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur. 

d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 

Tahun 2016 tentang  Susunan Tugas, Fungsi, dan 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur 

 



 

 

 

 

 

e. DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, 

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan 

pemberdayaan masyarakat, kegiatan sinkronisasi dan 

penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan 

masyarakat Tahun 2020 

 

I. MAKSUD DAN TUJUAN 

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 

bertujuan: 

a. Koordinasi dan konsolidasi antara Provinsi dan kab/kota 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan Pemerintahan Desa 

b. Sinkronisasi data pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat antara provinsi dan kab/kota 

c. Menghasilkan rekomendasi hasil pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 

untuk ke depan dapat selaras dengan visi misi Gubernur 

terpilih. 

d. Berbagi pengalaman antar provinsi dan kab/kota terkait 

pencapaian progress kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa 

 

 



 

 

 

 

e. Pengambilan kebijakan dan penyelesaian permasalahan 

bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 

desa 

 

 

SASARAN KEGIATAN  

Sasaran Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan desa tahun 2020 ini  :  

DPMPD Kab/Kota se Kalimantan Timur 

 

HASIL YANG AKAN DICAPAI 

Hasil yang akan dicapai,  melalui Rapat Koordinasi 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Optimalnya fungsi koordinasi antar provinsi dan 

kab/kota terkait program kegiatan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 

desa. 

b. Evaluasi progress pelaksanaan program/ kegiatan 

bidang pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa 

c. Updating dan pemutakhiran data terkait dengan 

kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa 

 

 



 

 

 

 

d. Rekomendasi pengendalian program bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 

desa ini kepada pemangku pimpinan  

 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa dilangsungkan dengan 

Pemaparan materi,  Diskusi /Dialog Interaktif antara panelis 

(narasumber) dengan para peserta Rapat Koordinasi dipandu 

moderator 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

a. Waktu dan Tempat 

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020,  

tanggal 10 Februari 2020,  di Hotel Novotel, Balikpapan. 

b. Narasumber 

Narasumber pada acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur 

Tahun 2020  ini adalah : 

 Kepala Dinas PMD Prov. Kaltim 

 Sekretaris / Kepala Bidang di Lingkungan DPMPD 

Prov. Kaltim 

 DDPI Kalimantan Timur 



 

 

Peserta 

Peserta acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se 

Kalimantan Timur Tahun 2020 ini adalah aparatur 

DPMD/ DPMK 10 Kab/Kota se Kalimantan Timur 

kurang lebih berjumlah 100 orang. 

 

PEMBIAYAAN 

Acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020  ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.  

 

PENUTUP 

Demikian Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini 

dapat kami sampaikan, selanjutnya kepada Bapak Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Provinsi Kalimantan Timur mohon perkenan dapat 

Memberikan Arahan sekaligus Membuka Acara secara Resmi. 

 

Terima kasih. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SINERGITAS PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN DESA MENUJU KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT 

 

A. PENDAHULUAN 
 

                

            erbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan 

antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran, telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan 

kegiatan nasional.  

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan program 

pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. 

Penggunaan dana APBD dan kucuran dana APBN digunakan 

ke desa. Semua dilakukan untuk membuat desa menjadi 

bagian penting dalam kesatuan negara republik Indonesia 

 

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 841 Desa, 197 Kelurahan 

dan 103 Kecamatan, berdasarkan Indeks Desa Membangun 

(IDM) tahun 2019.  Kondisi Desa  di Kalimantan Timur yang masuk 

Kategori Mandiri sebanyak 11 Desa,  kategori Maju sebanyak 

107 Desa,   Kategori Berkembang sebanyak 415 Desa,   

B 



 

 

 

Kategori Desa  Tertinggal sebanyak 285 Desa dan Kategori Desa  

sangat Tertinggal jumlahnya yaitu 23 Desa.  

Dengan 841 desa di Kalimantan Timur, tugas berat di bebankan 

pada semua stakeholder, salah satunya Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. 

Khusus DPM-PD Kaltim, dengan 4 bidang yaitu bidang 

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, 

Bidang usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan TTG, 

bidang pemerintahan desa dan kelurahan, bidang 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 

Salah satu tahapan dalam pembangun Kalimantan Timur 

adalah komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan 

secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber 

daya alam, untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang mandiri, 

berdaya saing dan sejahtera. Salah satu caranya dalah dengan 

melakukan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan 

masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 

  

Rakor Bidang PMD dilaksanakan dengan tujuan secara umum 

untuk menguatkan koordinasi dan arus pelaporan yang berbasis 

data secara berjenjang bagi seluruh pelaku bidang 

Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dan 

secara khusus, adalah untuk mengoptimalkan kapasitas 

kab/kota  sehingga yang menjadi tugas pokok dan fungsinya 

bisa dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur dan aturan 

yang telah ditetapkan.  

 



 

 

 

Sebagai penutup, ijinkan kami mengucapkan apresiasi yang 

sebesar-besarnya kepada pembicara/nara sumber. Kepada 

para peserta, rekan-rekan kab/kota yang berkenan 

meluangkan waktu dan hadir pada Rapat Koordinasi ini di sela-

sela rutinitas pekerjaan. Ucapan terima kasih juga kami 

sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam 

penyusunan laporan ini. 

 

 

 
B. TUJUAN 

 

Tujuan 
1. Koordinasi & konsolidasi antar provinsi dan kab/ 

kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan kemajuan/ 

progress yang terjadi di kab/kota di tahun 

sebelumnya. 

 

2. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 

pencapaian progress kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan rekomendasi yang terjadi selama 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

 

3. Melakukan sinkronisasi data pelaksanaan kegiatan 

per kab/kota ( kelengkapan dan validitas data ) 

 

4. Berbagi pengalaman antar kab/kota didalam 

kegiatan pencapaian progress kegiatan 

pemberdayaan masyarakat agar memperoleh 

pemahaman dan persepsi yang sama. 

 

 



 

 

 
C. PENERIMA MANFAAT 

 

 
Dengan diadakannya Rapat Koordinasi ini, maka akan 

diperoleh manfaat internal bagi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur 

yakni perkuatan koordinasi untuk peningkatan kinerja DPM-PD 

dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai 

dengan RPJMD 2018-2023. Penerima manfaat lainnya adalah 

untuk eksternal, yaitu dengan terciptanya good governance di 

semua Badan Publik yang membidangi pemberdayaan masyarakat 

dan pemerintahan desa untuk terciptanya kesadaran kepada semua pihak 

untuk membangun desa, memnuju Kalimantan Timur Berdaulat. 

 
 

D. OUT PUT 

 
Output kegiatan ini berupa kegiatan Rapat Koordinasi yang 

dihadiri oleh DPMPD/DPMPK Kab/Kota, baik Kepala Dinas dan 

personel sub Bagian Perencanaan Program, yang diharapkan 

akan menghasilkan: 

1. Solusi strategis atas permasalahan dan program yang 

ada di Provinsi Kalimantan Timur terkait bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 

dan 

2. Pembagian peran dan tugas kepada DPMPD/DPMPK 

Kab/Kota atas permasalahan dan kepentingan yang ada 

baik internal maupun eksternal. 

 
 

 



 

 
 

 
E. OUT COME 

 
Melalui output di atas diharapkan Rapat Koordinasi Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi 

Kalimantan Timur Tahuun 2020 ini memiliki kontribusi dan dampak 

bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi Provinsi Kalimantan Timur 

dalam mengawal Program/ Kegiatan untuk mewujudkan desa 

mandiri, yang sesuai dengan visi Gubernur yaitu Kalimantan Timur 

Berdaulat. 

 
 

F. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN 

 
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan pelaksanaan 

kegiatan pada:  

Waktu : 10 Februari 2020 

Tempat : Novotell Hotel Balikpapan,  

Susunan Acara : Terlampir 

Peserta : +/- 100 peserta, yang terdiri atas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
G. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 

Tabel: Rencana Jadwal Pelaksanaan Waktu Pencapaian Keluaran 

 

 

 
No. 

 
NAMA KEGIATAN 

Bulan 

Februari 

1 Rapat Koordinasi Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2020 

    

 

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

 
Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada 

DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Provinsi Kalimantan Timur 

 

 

 

 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  

 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 

 
 

TATA TERTIB 

 

Pasal 1 

Waktu danTempat 

a. Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahuun 

2020, diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2020, di Kota 

Balikpapan, Provinsi kalimantan Timur 

b. Tempat Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan 

Timur Tahuun 2020, di laksanakan di Hotel Novotel, Balikpapan  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pasal 2 

Pelaksanaan 

Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahuun 2020, 

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur 

 

 

Pasal 3  

 

Peserta 

 

Peserta Rakornas Komisi Informasi adalah: 
 

a. Komisioner Komisi Informasi Pusat; 
 

b. Komisioner Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah 

dilantik sampai dengan bulan Oktober 2017; 
 

c. Unsur Sekretariat Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota; 
 

d. Peninjau dari Provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi; dan 
 

e. Koalisi Masyarakat Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Pasal 4 
 

Hak dan Kewajiban Peserta 
 

Hak Peserta 
 

a. Peserta Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan 

Timur Tahuun 2020 berhak untuk mengikuti acara pembukaan 

acara-acara persidangan baik dalam pemberian materi seminar 

maupun dalam rapat-rapat pembahasan serta acara lainnya 

selama Rakor berlangsung; 

 

b. Peserta Rakornas berhak mengeluarkan pertanyaan, pendapat 

dan usul/saran pada setiap rapat; 

 
 

Kewajiban Peserta 
 

a. Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam tata tertib ini; 

b. Setiap peserta wajib menghadiri acara pembukaan, rapat-rapat 

dan seminar sebagaimana diatur dalam Tata Tertib ini dengan 

penuh rasa tanggung jawab sejak tanggal 10 Februari 

2020 

c.  Setiap Peserta wajib menjaga ketertiban, kesopanan, 

kelancaran dan keamanan Rakornas; 

d. Setiap Peserta wajib mengisi absensi pada setiap kali mengikuti 

rapat-rapat; 

e. Setiap Peserta wajib menjaga kenyamanan antara sesama 

peserta; 



 

 

 

PENUTUP 
 

Demikian Buku Panduan ini dibuat, yang berisikan secara umum tentang 

maksud dan tujuan diselenggarakannya Peserta Rapat Koordinasi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi 

Kalimantan Timur Tahuun 2020 yang diselenggarakan pada 10 Februari 

2020 

 

Kami sadar bahwa didalam penyusunan buku ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan 

sarannya. Kami berharap Buku Panduan ini dapat dijadikan sebagai 

panduan secara teknis setiap tahapan pelaksanaan Rakor, guna 

terselenggaranya Rakornasi Secara baik dan sukses. 

 
Jakarta, 10 Februari 2020 

TTD 

 



L A M P I R A N

L A P O R A N  K E T U A  P A N I T I A



 

 

LAPORAN   
PANITIA PELAKSANA 

Pada Acara Pembukaan 
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 
 

Samarinda, 10 Februari 2020 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Salam Sejahtera untuk Kita Semua 

 
- Yang terhormat Kepala Dinas DPMPD Provinsi 

Kalimantan Timur; 

- Yang terhormat Kepala Dinas/ Bagian yang 

menangani ke-PMD-an Kab/Kota se Kalimantan 

Timur beserta jajarannya; 

- Yang terhormat Sekretaris/ Kepala Bidang di 

Lingkungan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur; 

-  

-  

-  

-  

- - 

 

 

Hadirin yang berbahagia 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan Rahmat dan 

Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di ruangan ini 

sehubungan dengan dilaksanakannya Pembukaan Rapat 

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020.   

 

 Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini 

dilaksanakan dengan maksud sinkronisasi dan 

penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa antara provinsi dan 

kab/kota se Kaltim ; serta untuk menilai perkembangan 

pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dan atau 

sedang berjalan 

 

 

 

 



 

 

Pada akhirnya melalui kegiatan Rapat Koordinasi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se 

Kalimantan Timur Tahun 2020 diharapkan tercipta 

sinkronisasi program dan kegiatan serta percepatan 

pencapaian progress kegiatan pemberdayaan 

masyarakat melalui penyamaan pemahaman dan 

persepsi. 

Adapun Dasar Pelaksanaan kegiatan antara lain :  

a. Undang-undang  23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

b. Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Perubahannya. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan. 

e. DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, 

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan 

pemberdayaan masyarakat, kegiatan sinkronisasi dan 

penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan 

masyarakat Tahun 2020 

 

I. MAKSUD DAN TUJUAN 

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 

2020 bermaksud sebagai wadah Koordinasi dan 

konsolidasi antara Provinsi dan kab/kota dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan Pemerintahan Desa 

 

Tujuan : 

a. Penyamaan Persepsi terkait Permendagri no 90 

tahun 2019  

b. Memberikan wawasan terkait rencana Bantuan 

Keuangan Kepada Desa  

c. Ekspos target sasaran RPJMD 2019 – 2023 provinsi 

kaltim 

d. Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan 

Program data pemberdayaan masyarakat dan desa 

e. Mengevaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan 

rencana kerja 2021 

 

 



 

 

 

f. Mendiskusikan penyelenggaraan pemerintahan 

bidang urusan  pemberdayaan masyarakat dan 

desa dalam rangka Pengambilan kebijakan dan 

penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa 

g. Menghasilkan berita acara hasil pelaksanaan Rapat 

Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa tahun 2020 

 

 

SASARAN KEGIATAN  

Sasaran Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan desa tahun 2020 ini  :  

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota melalui 

perangkat daerah terkait yang menangani 

penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan 

masyarakat dan desa/ kelurahan 

 

 

 

 

HASIL YANG AKAN DICAPAI 

Hasil yang akan dicapai, melalui Rapat Koordinasi 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Optimalnya fungsi koordinasi antar provinsi 

dan kab/kota terkait program kegiatan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 

desa. 

b. Evaluasi progress pelaksanaan program/ 

kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat 

dan pemerintahan desa 

c. Updating dan pemutakhiran data terkait 

dengan kegiatan bidang pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa 

d. Rekomendasi pengendalian program bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 

desa ini kepada pemangku pimpinan  

 

 

 

 

 



 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa dilangsungkan 

dengan metode talkshow dengan sesi sebagai berikut : 

1.  Pemaparan materi narasumber dari perangkat 

daerah terkait tingkat provinsi dengan metode 

talkshow yang dipandu oleh moderator   

2. Pemaparan materi bidang teknis di lingkup DPMPD 

Prov. Secara panel dan dipandu oleh moderator 

3. Berita acara kesepakatan yang dipandu oleh bidang 

teknis dan moderator 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

a. Waktu dan Tempat 

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020,  

tanggal 10 Februari 2020,  di Hotel Novotel, Balikpapan. 

 

 

 

 

b. Narasumber 

Narasumber pada acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur 

Tahun 2020  ini adalah : 

 Kepala Dinas PMD Prov. Kaltim 

 BPKAD 

 Kepala Bidang di lingkup DPMPD Prov. Kaltim 

Peserta 

Peserta acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan 

Timur Tahun 2020 ini adalah aparatur Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Kota melalui perangkat daerah terkait 

yang menangani penyelenggaraan urusan di bidang 

pemerintahan masyarakat dan desa/ kelurahan  

 

PEMBIAYAAN 

Acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020  

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 

Anggaran 2020.  



 

 

 

PENUTUP 

Demikian Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 

2020 ini dapat kami sampaikan, selanjutnya kepada 

Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mohon 

perkenan dapat Memberikan Arahan sekaligus Membuka 

Acara secara Resmi. 

 

Terima kasih. 

 

Wabillahi Taufik Wal Hidayah 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Samarinda, 10 Februari 2020 
Ketua Panitia Penyelenggara 

Sekretaris DPMPD Provinsi Kalimantan Timur 
 
 
 

Ir. SURONO, M.Si 
 



L A M P I R A N

S A M B U T A N  G U B E R N U R

( D I W A K I L I   P L T .  A S I S T E N  1

S E T D A  P R O V .  K A L T I M  )



 
 
 
 

SAMBUTAN/ARAHAN 
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

PADA ACARA  PEMBUKAAN 
 

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Tahun 2020 

 
Samarinda,  10 Februari 2020 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Salam Sejahtera untuk Kita Semua. 

 

- Yang terhormat Kepala Dinas/ Bagian yang 

menangani ke-PMD-an Kab/Kota se Kalimantan 

Timur beserta jajarannya; 

- Yang terhormat Sekretaris/ Kepala Bidang di 

Lingkungan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur; 

- Hadirin yang berbahagia; 

 

 

 Puji dan syukur kita panjatkan ke hadhirat Allah, 

SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat 

dan  hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di 

ruangan ini dalam acara pembukaan “Rapat Koordinasi 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa Tahun 2020 “. 

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas 

diselenggarakan “Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2020 “.  

 Melalui kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mensinkronisasikan dan penyerasian kebijakan program 

pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, 

pengambilan kebijakan mengenai  permasalahan dihadapi 

sehingga dapat diberikan alternatif solusi pemecahan 

permasalahan dihadapi dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa.  Selain itu sebagai 



 

 

upaya mewujudkan harmonisasi dan sinergitas,   dalam 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan, khususnya 

yang berkenaan dengan tugas-tugas di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.  

 

Hadirin yang Saya Hormati. 

 Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 841 Desa, 197 

Kelurahan dan 103 Kecamatan, berdasarkan Indeks Desa 

Membangun (IDM) tahun 2019,  Kondisi Desa  di 

Kalimantan Timur yang masuk Kategori Mandiri sebanyak 

11 Desa,  kategori Maju sebanyak 107 Desa, Kategori 

Berkembang sebanyak 415 Desa,  Kategori Desa  

Tertinggal sebanyak 285 Desa dan Kategori Desa  sangat 

Tertinggal  jumlahnya yaitu 23 Desa.  

 

 

 

 

Dengan kondisi tersebut, diharapkan seluruh 

Pemangku Kepentingan dapat bekerja lebih maksimal lagi,  

khususnya dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan 

untuk mewujudkan peningkatan Desa Mandiri,  sehingga 

pada akhirnya akan terwujud masyarakat Kalimantan 

Timur berdaulat 

 

Hadirin yang Saya Hormati. 

Visi Pembangunan Kalimantan Timur 2018 – 2023 

adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”, visi ini 

bermaksud Pemerintahan Kalimantan Timur memiliki 

tekad, komitmen, dan keberanian menjalankan 

kewenangan secara otonom dalam mengatur dan 

mengelola potensi sumber daya alam, untuk mewujudkan 

Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan 

sejahtera. 

 



 

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2018 – 2023 

diberikan tugas yang cukup berat,yaitu pada misi 2 ke 

RPJMD 2018 – 2023 yaitu Berdaulat  Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Ekonomi 

Kerakyatan yang berkeadilan, dengan sasaran 

meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan 

dengan indikator penurunan jumlah desa tertinggal dan 

sangat tertinggal dengan target 150 desa dan pada tahun 

2020 ini, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sesuai 

dengan RPJMD Dinas, menargetkan 25 desa untuk dapat 

meningkat status desanya. 

Sebelumnya Di tahun 2019, dari 15 desa sasaran 

RPJMD, terelalisasi sebanyak 14 desa yang naik 

statusnya, dan di tahun 2020 ini, diharapkan kepada 

Kabupaten untuk bersama Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa saling bahu 

membahu membangun sintergitas dan koordinasi untuk 

dapat memenuhi target 25 desa di tahun ini. 

Terkait juga dengan misi ke 2 RPJMD 2018- 2023, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa melalui Program pengembangan lembaga ekonomi 

perdesaan menargetkan 360 BUMDes yang aktif selama 

periode 5 tahun dengan melakukan berbagai kegiatan 

yang mendorong BUMDes di Kabupaten untuk dapat 

berkontribusi lebih kepada masyarakat. Kegiatan seperti 

Pelatihan Pengelolaan BUMdesa, Rapat Teknis 

BUMDesa, dan Rapat Teknis BUMDesa target 

pencapaian IDM dengan sasaran 30 BUMDesa. 

Disamping itu berkaitan dengan misi ke 4 RPJMD 

2018 – 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mendapat 

tugas untuk melaksanakan program kampung iklim, 

dengan target  40 desa.  Sebagai pengantar, Program 

Kampung Iklim merupakan suatu program untuk 

memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif 



 

 

masyarakat dalam melakukan kegiatan mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim secara terintegrasi dengan 

mempertimbangkan kearifan lokal. Pelaksanaan program 

mencakup serangkaian kegiatan perencanaan, sosialisasi, 

pengawasan, evaluasi, dan penilaian. Di tahun 2020 ini, 

Program Kampung Iklim+ Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan 

Timur akan mulai dilaksanakan dengan menargetkan 20 

Kampung/Desa/kelurahan dengan melakukan kegiatan 

awal berupa Sosialisasi terkati Program Kampung Iklim+ 

ini. 

Hadirin yang Saya Hormati. 

dalam kesempatan ini saya perlu mengingatkan 

kembali kepada seluruh pemangku kepentingan 

Perangkat Daerah Teknis dapat menyusun dan 

merealisasikan target-target yang sudah ditetapkan 

khususnya berkaitan dengan bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa “Berani Untuk 

Kalimantan Timur Berdaulat” sesuai RPJMD 2018 – 2023. 

 

Dengan tekad dan komitmen dan keberanian 

menjalankan kewenangan secara otonom untuk 

mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri,  

berdaya saing dan sejahtera serta kerja keras,  kerja 

cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh komponen 

masyarakat,  Insha Allah semua target dalam mewujudkan 

Visi Kaltim Kalimantan Timur Yang Berdaulat  dapat 

tercapai dan masyarakat Kaltim yang sejahtera dan 

merata dapat segera terwujud.  

 

Peserta Rapat Koordinasi  dan Hadirin yang Berbahagia. 

Dalam melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

tahun 2020  ini, saya mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh Peserta atas kehadirannya, juga kepada panitia 

yang telah menyiapkan acara ini dan Narasumber yang 

telah meluangkan tenaga dan waktunya sehingga acara 

ini terlaksana dengan baik. 



 

 

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, 

dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Rapat 

Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Tahun 2020 ini, saya nyatakan resmi 

dibuka. Mudah mudahan apa yang kita laksanakan ini 

mendapat Ridlo dari Allah SWT. 

Terima kasih. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur 

  

 
 

Moh. Jauhar Efendi 
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Visi Presiden RI 2019 – 2023 : 
Terwujudnya Indonesia maju yang 
berdaulat, mandiri, dan 
berkepribadian, berlandaskan 
gotong-royong. 

 
Visi Gubernur Kaltim 2019 – 2023 : 
Berani untuk Kaltim Yang 
Berdaulat. 

 

Implementasi UU  No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa melalui kegiatan 
pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa 

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Misi : Pembangunan Sumber 
Daya Manusia (SDM) Unggul  

Misi : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber 
Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan 
Berdaya Saing 

1. Memberikan pengakuan dan 
penghormatan atas Desa. 

2. Melestarikan dan memajukan adat, 
tradisi, dan budaya masyarakat Desa. 

3. Mendorong prakarsa, gerakan dan 
partisipasi masyarakat Desa 

4. Meningkatkan ketahanan sosial  
budaya masyarakat Desa  

Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga Adat Desa  
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Kepala Bidang PK dan Sosbudmasy 

Kepala Seksi  

Kelembagaan Masyarakat  

Kepala Seksi 

Pengembangan Kapasitas 
Masyarakat 

Kepala Seksi 

Ketahanan dan Sosial Budaya 
Masyarakat 
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PROGRAM PENIGKATAN 
KEBERDAYAAN MASYARAKAT 

PERDESAAN 

PEMBERDAYAAN 
LEMBAGA DAN 
ORGANISASI 

MASYARAKAT PERDESAAN 
SUMBER PEMBIAYAAN 
APBD Rp. 450.000.000 

PENGEMBANGAN 
KAPASITAS MASYARAKAT 

SUMBER PEMBIAYAAN 
APBD Rp. 350.000.000 

KEPALA SEKSI 
KETAHANAN DAN SOSIAL 

BUDAYA MASYARAKAT 
SUMBER PEMBIAYAAN 
APBD Rp. 250.000.000 
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TUGAS POKOK dan FUNGSI 

BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSBUDMASY 
(PERGUB NOMOR 62 TAHUN 2016) 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy; 

Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan di 
bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy; 

Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 
pelatihan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan 
Sosbudmasy; 

Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan 
Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy; 

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala Dinas sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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Meningkatkan 
Lembaga 

Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan Yang 
Berperan Aktif dalam 

Pembangunan 
Desa/Kelurahan 

35 LKD & LKA 
3 MHA 

150 Org/Kelompok 
 

PERENCANAAN DAN TATA KELOLA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

TARGET 

Meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 
Yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Desa/Kelurahan 

Melaui Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga  Adat  Desa  

 
Meningkatkan kualitas SDM perdesaan (Community 

empowerment), yaitu dengan Penyiapan SDM di 
Desa dengan kompetensi yang sesuai dengan 

tantangan yang ada 
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1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Misi Presiden dan Wakil 
Presiden RI 2019 – 2023.   

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing Misi 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2019 – 2023. 

3. Penataan Kelembagaan Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat Desa. 

4. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader 
Pemberdayaan Masyarakat. 

5. Pendayagunaan Kader Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri 
Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman 
Pendampingan Masyarakat Desa. 

6. Pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) berdasarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kalimantan Timur. 

7. Konvergensi Intevensi Percepatan Penurunan Stunting. 

8. Pelestarian budaya gotong royong masyarakat berdasarkan Permendagri No.42 Th 
2005 

 



8 

1. Belum seluruhnya Kabupaten/Kota yang membuat Regulasi Tentang Penataan 
Kelembagaan Desa/Kelurahan sesuai Permandagri Nomor 18 Tahun 2018; 

2. Belum adanya Kabupaten/Kota yang menyampaikan data Penataan Kelembagaan 
Desa/Kelurahan sesuai Permandagri Nomor 18 Tahun 2018; 

3. Kurang optimalnya peran DPMD Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan  
penataan Kelembagaan Desa/Kelurahan; 

4. Lemahnya Pengakuan Hukum Tentang Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan 
Timur; 

5. Pemanfaatan Dana APBDesa masih berorentasi pada kegiatan Insfrastruktur; 

6. Kurangnya dukungan anggaran APBD Provinsi untuk melakukan Pembinaan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

7. Lemahnya dukungan APBDesa/Kelurahan untuk kegiatan Operasional Kader 
Pemberdayaan Masyarakat; 

8. Belum adanya Kabupaten/Kota membentuk Forum Kader Pemberdayaan 
Masyarakat.  
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RATEK BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSBUDMASY 

RATEK PENANGGULANGAN HIV AIDS  

RATEK PEMBENTUKAN MHA 

RATEK POKJANAL POSYANDU 

RATEK POSYANDU 

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI MASYARAKAT TENTANG 
KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 

PELATIHAN PENGEMBANGAN POTENSI  BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DESA/KELURAHAN 

PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG TEKNIK 
FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN 
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Total Peserta 30 Orang : DPMPD Prov, DPMPD 

Kab/Kota, Anggota Pokjanal Posyandu 

Lokasi : 

Samarinda (minggu II maret) 
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Total Peserta 30 Orang : Bappeda Paser, DPMPD 

Paser, DPMPD Prov. Kaltim, Dinkes Paser, DKP3A Paser, 
Ketua  Pokjanal Posyandu Paser, Kades lingkungan Paser 

Lokasi : 

Paser (minggu III maret) 
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Total Peserta 30 Orang : DPMPD KAB/KOTA 

Lokasi : 

Samarinda (minggu III FEBRUARI) 
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Total Peserta 120 Orang : Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/Kel) 

Lokasi : 

Samarinda (Kec. Palaran) Februari Minggu ke 3 

Penajam Paser Utara (Kec. Sepaku) Maret Minggu ke 3 

Kutai Kartanegara (Kec. Kota Bangun) Maret Minggu ke 2 

Kutai Timur (Kec. Muara Wahau) Maret Minggu ke 1 
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Total Peserta 150 Orang : Terdiri dari Perwakilan 
Apartur Desa, Bidan Desa, Kader Posyandu, Kader 
Pembangunan Manusia dan Masyarakat Umum 

Lokasi : 

Kutai Barat (Kec. Long Iram) Februari Minggu ke 3  

Penajam Paser Utara (Kec. Babulu) Mei Minggu ke 1 

Paser (Long Ikis) Mei Minggu ke 1 
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Total Peserta 80 Orang : Terdiri dari Kepala Desa, 
Kelompok Masyarakat dan Pelaku UMKM 

Lokasi : 

Mahakam Ulu (Kec. Data Bilang) Februari Minggu ke 3  

Berau (Kec. Biduk - Biduk) Mei Minggu ke 2 

 





18 

Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat tidak hanya 

merupakan kontribusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah 

Desa Provinsi semata namun lebih dari itu merupakan kiprah mitra kerja 

DPMD baik yang berada diKabupaten /kota, perguruan tinggi, maupun 

lembaga swadaya masyarakat yang selama ini bekerjasama.  

 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak dipandang sebagai suatu 

kewenangan salah satu OPD tapi harus dipandang sebagai suatu 

kebutuhan sehingga dengan pandangan ini, pemberdayaan masyarakat 

dan pemerintahan desa perlu mendapat tambahan perhatian yang 

memadai baik lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 
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SEKSI PEMBERDAYAAN 

KELEMBAGAAN  



I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 
/ KEGIATAN TAHUN 2019.(1) 

 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

URAIAN 
KEGIATAN 

SUB 
KEGIATAN 

 
TARGET 

 
REALISASI (%) CAPAIAN 

KINERJA 
PERMASALAHAN 

STRATEGI 
PENINGKATAN 

KINERJA 
TAHUN AKAN 

DATANG 

Program 
Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Perdesaan 

 
 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Lembaga dan 
Organisasi 
Masyarakat 
Perdesaaan 

 

 
 
 
 
 
 
Penilaian 
Posyandu 

 
 
 
 
 
 
 

10 Kab/Kota 9 Kab/Kota 98% 

Waktu pelaksanaan 
akhir tahun, 
keterbatasan 
anggaran,kurangny
a sosialisasi 
tentang indikator 
penilaian 
Posyandu, waktu 
pelaksanaan lomba 
mendekati akhir 
tahun, 
keterbatasan 
anggaran sehingga 
tidak melakukan 
verifikasi ke 
lapangan 

Perlu Sosialisasi 
Indikator 
Lomba 
Posyandu , 
Perlu Alokasi 
Anggaran, 
Waktu Agar 
tidak diakhir 
tahun, Perlu 
Verifikasi 
lapangan 



I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / 
KEGIATAN TAHUN 2019.(2) 

 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

URAIAN 
KEGIATAN 

SUB 
KEGIATAN 

 
TARGET 

 
REALISASI (%) CAPAIAN 

KINERJA 
PERMASALAHAN 

STRATEGI 
PENINGKATAN 

KINERJA 
TAHUN AKAN 

DATANG 

Program 
Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Perdesaan 

 
 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Lembaga dan 
Organisasi 
Masyarakat 
Perdesaaan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian 
BBGRM 
 
 
 
 
 
 
 
Pencanangan 
BBGRM 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 Kab/Kota 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kegiatan  

 
 
 
 
 
 
 
 
5 Kab/Kota 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kegiatan  

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Kurangnya 
sosialisasi tentang 
lomba BBGRM, 
Indikator lomba 
BBGRM belum 
diupdate, Lomba 
BBGRM Tk Nasional 
tidak dilakukan 
karena 
keterbatasan 
anggaran, 
keterbatasan 
anggaran kab/kota 
sehingga tidak bisa 
mengikuti lomba 
 
 

 
Perlu Sosialisasi 
indikator 
Lomba BBGRM, 
Perlu Alokasi 
Anggaran, 
Perlu 
ditingkatkan 
SDM dalam 
pemahaman 
terkait 
penilaian 
lomba BBGRM 
 
 
 
 
 
 



I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / 
KEGIATAN TAHUN 2019.(3) 

 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

URAIAN 
KEGIATAN 

SUB 
KEGIATAN 

 
TARGET 

 
REALISASI (%) CAPAIAN 

KINERJA 
PERMASALAHAN 

STRATEGI 
PENINGKATAN 

KINERJA 
TAHUN AKAN 

DATANG 

Program 
Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Perdesaan 

 
 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Lembaga dan 
Organisasi 
Masyarakat 
Perdesaaan 

 
 
 

 
 
 
Pencegahan 
Stunting 
melalui 
posyandu 

 
20 Lokus 
Stunting 

4 Lokus Stunting 20% 

Keterbatasan 
Anggaran untuk 
verifikasi data 
stunting, 
keterbatasan 
kemampuan kader 
pembangunan 
manusia dalam 
pendataan 
stunting, dana desa 
belum maksimal 
dialokasikan untuk 
pencegahan 
stunting, kurang 
maximalnya 
perhatian kades 
terhadap KPM dan 
kasus stunting 

Kader 
Pembangunan 
stunting perlu 
ditingkatkan 
kapasitasnya, 
Kades agar 
memperhatika
n posyandu 
dan Kader 
KPM, perlu 
honor KPM 
stunting 
dialokasikan 
Dana Desa, 
Alokasi 
Anggaran 
pencegahan 
stunting 



II A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 (Berdasarkan 
Permendagri No 90 Tahun 2019) (1) 

 
KODEFIKASI PROGRAM/K

EGIATAN/SUB 
KEGIATAN 

URAIAN SUB 
KEGIATAN 

TARGET 
(RENSTRA) 

PAGU 
ANGGARAN 

(Rp) 
BERDASARK
AN RENSTRA 

LOKASI 

DUKUNGAN 
PEMERINTAH

AN 
KAB/KOTA 

DUKUNGAN 
PERANGKAT 
DAERAH/PR

OVINSI 
TERKAIT 

2.13.05.1.01 

Program 
Pemberdayaa
n Lembaga 
Kemasyarakat
an, Lembaga 
Adat, MHA 

Fasilitasi 
Penyelenggar
aan Gelar 
Karya 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 
& HKG-PKK 
serta BBGRM 

10 
Kabupaten/Ko

ta 
300.000.000 

Kutai 
Kartanegara 

Anggaran dan 
SK 

Anggaran dan 
SK 



II A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 (Berdasarkan 
Permendagri No 90 Tahun 2019) (2) 

 
KODEFIKASI PROGRAM/K

EGIATAN/SUB 
KEGIATAN 

URAIAN SUB 
KEGIATAN 

TARGET 
(RENSTRA) 

PAGU 
ANGGARAN 

(Rp) 
BERDASARK
AN RENSTRA 

LOKASI 

DUKUNGAN 
PEMERINTAH

AN 
KAB/KOTA 

DUKUNGAN 
PERANGKAT 
DAERAH/PR

OVINSI 
TERKAIT 

2.13.05.1.01 

Program 
Pemberdayaa
n Lembaga 
Kemasyarakat
an, Lembaga 
Adat, MHA 

Fasilitasi 
Rembuk 
Stunting 
Tingkat 
Provinsi dan 
Kabupaten/K
ota 

10 
Kabupaten/Ko

ta 

                
150,000,000.
00  

10 
Kabupaten/Kota 

Perbup dan 
Anggaran 

SK dan 
Anggaran 

Fasilitasi 
Peningkatan 
Kualitas 
hidup dan 
Perlindungan 
perempuan 
serta 
kesetaraan 
Gender dan 
Pembanguna
n  

10 
Kabupaten/Ko

ta 

            
5,000,000,00
0.00  

10 
Kabupaten/Kota 

Anggaran, SK, 
Perbup, 
Perwali 

SK dan 
Anggaran 



II A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 (Berdasarkan 
Permendagri No 90 Tahun 2019) (3) 

 
KODEFIKASI PROGRAM/K

EGIATAN/SUB 
KEGIATAN 

URAIAN SUB 
KEGIATAN 

TARGET 
(RENSTRA) 

PAGU 
ANGGARAN 

(Rp) 
BERDASARK
AN RENSTRA 

LOKASI 

DUKUNGAN 
PEMERINTAH

AN 
KAB/KOTA 

DUKUNGAN 
PERANGKAT 
DAERAH/PR

OVINSI 
TERKAIT 

2.13.05.1.01 

Program 
Pemberdayaa
n Lembaga 
Kemasyarakat
an, Lembaga 
Adat, MHA 

Peningkatan 
Kapasitas 
LKD/LAD 

10 
Kabupaten/Ko

ta 

            
1,000,000,00
0.00  

10 
Kabupaten/Kota 

Fasilitasi 
tempat, 
Perbup/Perw
ali 

SK dan 
Anggaran 

Penilaian 
BBGRM 

30 LKD 
                  
50,000,000.0
0  

10 
Kabupaten/Kota 

Anggaran, SK, 
Perbup/Perw
ali 

SK dan 
Anggaran 

Penilaian 
Posyandu 

10 Posyandu 
                  
75,000,000.0
0  

10 
Kabupaten/Kota 

Anggaran, SK, 
Perbup/Perw
ali 

SK dan 
Anggaran 



II A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 (Berdasarkan 
Permendagri No 90 Tahun 2019) (4) 

 
KODEFIKASI PROGRAM/K

EGIATAN/SUB 
KEGIATAN 

URAIAN SUB 
KEGIATAN 

TARGET 
(RENSTRA) 

PAGU 
ANGGARAN 

(Rp) 
BERDASARK
AN RENSTRA 

LOKASI 

DUKUNGAN 
PEMERINTAH

AN 
KAB/KOTA 

DUKUNGAN 
PERANGKAT 
DAERAH/PR

OVINSI 
TERKAIT 

2.13.05.1.01 

Program 
Pemberdayaa
n Lembaga 
Kemasyarakat
an, Lembaga 
Adat, MHA 

Penyusunan 
Regulasi 
tentang 
pembentuka
n & 
pembinaan 
LKD sesuai 
Permendagri 
18 Tahun 
2018 

Tersedianya 
Regulasi 

                  
50,000,000.0
0  

Provinsi 
Perbup dan 
Perwali 

SK dan 
Anggaran 



II B. RENCANA USULAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
(Sebagai bahan Pemutakhiran Permendagri No 90 Tahun 2019)  

KODEFIKASI 
NAMA 

PROGRAM 
NAMA 

KEGIATAN 
SUB KEGIATAN 

URAIAN 
KEGIATAN 

(POIN-POIN) 
KETERANGAN 

2.13.05.1.01 

Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat, 
MHA 

Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakata
n yang bergerak 
di bidang 
Pemberdayaan 
desa dab 
Lembaga Adat 
Tingkat daerah 
Provinsi serta 
pemberdayaan 
masyarakat 
hukum adat 
yang 
masyarakat 
pelakunya 
hukum adat 
yang sama 
berada dilintas 
daerah 
kabupaten/kota  

Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Gelar Karya 
Pemberdayaan 
Masyarakat & 
HKG-PKK serta 
BBGRM 
 
Fasilitasi Rembuk 
Stunting Tingkat 
Prov dan KabKota 
 
Fasilitasi 
Peningkatan 
Kualitas Hidup 
dan Perlindungan 
Perempuan serta 
Kesetaraan 
Gender dan 
Pembangunan 

Pencanangan 
BBGRM, Puncak 
Peringatan 
BBGRM, 
Penutupan 
BBGRM 
 
Koordinasi Tim 
Konvergensi 
Pencegahan 
Stunting 
 
 
 
 
 
 
10 Program 
Pokok PKK 

  



SEKSI KETAHANAN DAN SOSIAL 

BUDAYA MASYARAKAT  



 





SEKSI PENGEMBANGAN 

KAPASITAS MASYARAKAT  





 





 



SEKIAN 

TERIMA KASIH... 



   

BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN  

 
 

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 

Balikpapan, 10 Februari 2020   



BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 

Tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengembangan 
administrasi Desa, kelembagaan, dan kapasitas Desa.  

Fungsi 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan administrasi Desa, kelembagaan,kapasitas desa dan Kelurahan;   

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan 
Kelurahan;  

3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengembangan adminitrasi Desa dan Kelurahan; 

4. 
 

Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengembangan kelembagaan, kapasitas desa , dan Kelurahan;  

Seksi Penataan Administrasi Desa dan 
Kelurahan 

Melakukan pembinaan dan fasilitasi 
penataan perkembangan, administrasi 
Desa dan Kelurahan 

Seksi Kewenangan Keuangan dan 
Aset Desa 

Melakukan pembinaan dan fasilitasi 
kewenangan, pengelolaan keuangan, 
dan aset Desa. 

Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan 

Melakukan pembinaan dan fasilitasi 
kelembagaan, kerjasama, dan kapasitas 
aparatur Desa dan Kelurahan 

STRUKTUR  
BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019 

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan 
 

Indikator 
Output 

Kegiatan 
Target Realisasi 

Capaian  
Kinerja 

Permasalah
an 

Strategi Peningkatan 
Kinerja tahun Yang 
Akan datang 

Program Pembinaan Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Kelurahan 

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas 
Penyelenggaraan Pemerintahan. 

Jumlah 
Perangkat 
Desa yang 
berhasil 
dilatih 
 

60  
Orang 

54  
Orang 

90 % - Memantapkan 
koordinasi bersama 
Pemerintah Pusat, 
OPD Provinsi terkait, 
dan Pemerintah 
Kab./Kota  

- Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan 
desa. 

Mengusulkan ke 
Pemprov. berkenaan 
dengan optimalisasi 
dukungan anggaran 
program/kegiatan 

- Rapat-rapat, konsultasi, 
koordinasi dan pembinaan 
aparatur desa.  

Menjaga soliditas 
team work. 

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN DAN RENCANA KERJA  
BIDANG PEMERINTAHAH  DESA DAN KELURAHAN 



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019 

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan 
 

Indikator 
Output 

Kegiatan 
Target Realisasi 

Capaian  
Kinerja 

(%) 

Permasalah
an 

Strategi Peningkatan 
Kinerja tahun Yang 
Akan datang 

2. Monitoring Penyaluran Keuangan 
Desa 

Laporan 
penyaluran 
Dana Desa 
dari RKUN 
ke RKUD 
dan dari 
RKUD ke 
RKD 

1  
Lapor-

an 

1 
laporan 

100 - Memantapkan 
koordinasi bersama 
Pemerintah Pusat, 
OPD Provinsi yang 
terkait, dan Pemerin-
tah Kab./Kota  
 

- Rapat-rapat teknis, monitoring 
penyaluran keuangan desa dan 
penguatan pengelolaan 
keuangan desa  

Mengusulkan ke 
Pemprov. berkenaan 
dengan optimalisasi 
dukungan anggaran 
program/kegiatan 
 

Menjaga soliditas 
team work. 



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019 

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan 
 

Indikator 
Output 

Kegiatan 
Target Realisasi 

Capaian  
Kinerja 

(%) 

Permasalaha
n 

Strategi Peningkatan 
Kinerja tahun Yang 
Akan datang 

3. Peningkatan Penataan Administrasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

- Perlombaan Desa dan Perlombaan 
Kelurahan Tingkat Prov. Kaltim 

Jumlah desa 
dan kelurah-
an yang ber-
hasil meraih 
juara lomba 
Desa/Kel.Tk. 
Prov.   

3 Desa 
dan 3 
Kelu-
rahan 

3 Desa dan 
3 Kelu-
rahan 
 

100 - Memantapkan 
koordinasi bersama 
Pemerintah Pusat, OPD 
Provinsi yang terkait, 
dan Pemerin-tah 
Kab./Kota  
 

- Perlombaan Cerdas Cermat 
Desa/Kampung Tingkat Prov. 
Kaltim 

Jumlah Desa 
yg berhasil 
meraih juara 
lomba Cer-
das Cermat 
Desa Tk 
Prov.   

3 Desa 
/Kam-
pung 

3 Desa 
/Kam-
pung 
 

100 - Mengusulkan ke 
Pemprov. berkenaan 
dengan optimalisasi 
dukungan anggaran 
program/kegiatan 
 

- Mengikuti Pekan Inovasi 
Perkembangan Desa dan Kelurahan 
Tingkat Nasional 

Laporan 
PinDesKel 

1  
Laporan 

1  
Laporan 

 

100 - Menjaga soliditas team 
work. 
 



RENCANA KERJA TAHUN 2020 

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan 
 

Indikator 
Output 

Kegiatan 
Target Realisasi 

Capaian  
Kinerja 

Pelaksana-
an 

Tempat 
Penyelenggaraan/Lo

kasi 

Program Pembinaan Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Kelurahan 

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas 
Penyelenggaraan Pemerintahan. 

- Pelatihan Peningkatan Aparatur 
Desa 

Jumlah 
Aparatur 
Desa yang 
berhasil di-
latih 

42  
Orang 

- - 16 s/d 21 
Maret 2020 

Hotel Haris 
Samarinda 

- Pelatihan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) 

Jumlah 
Anggota 
BPD yang 
berhasil di-
latih 

42 
Orang 

- - 16 s/d 21 
Maret 2020 

Hotel Haris 
Samarinda 

- Konsultasi, koordinasi 
pembinaan peningkatan 
kapasitas aparatur Desa. 

Laporan 1 
Lapor-

an 

- - Februari-
Des 2020 

Jakarta, Provinsi dan 
Kab./Kota 



RENCANA KERJA TAHUN 2020 

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan 
 

Indikator 
Output 

Kegiatan 
Target Realisasi 

Capaian  
Kinerja 

Pelaksana-
an 

Tempat 
Penyelenggaraan/ 

Lokasi 

Program Pembinaan Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Kelurahan 

2. Kegiatan Monitoring Penyaluran 
Keuangan Desa 

- Rapat kerja teknis pengelolaan 
keuangan desa  

Jumlah 
peserta 
Rakernis  

70 
Orang 

- - 11 Februari 
2020 

Hotel Novotel 
Balikpapan 

- Bimbingan Teknis Sistem 
Keuangan Desa (Siskeudes) 

Jumlah 
perangkat 
Desa yang 
berhasil di-
latih 

30  
Orang 

- - Bulan Juni 
2020 

Diinformasikan lebih 
lanjut 

- Monitoring penyaluran 
keuangan desa dan penguatan 
pengelolaan keuangan desa  
 

Laporan  
penyalur-
an Dana 
Desa dari 
RKUN ke 
RKUD dan 
dari RKUD 
ke RKD 

Lapor-
an 

- - April-Des 
2020 

7 Kabupaten 



RENCANA KERJA TAHUN 2020 

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan 
 

Indikator 
Output 

Kegiatan 
Target Realisasi 

Capaian  
Kinerja 

Pelaksanaan 
Tempat Penyelenggaraan/ 

Lokasi 

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Kelurahan 

3. Peningkatan Penataan Administrasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

- Rapat kerja teknis pemerintahan desa dan 
kelurahan 

Jumlah peserta 
Rakernis  

50 Orang - - 12 Februari 
2020 

Hotel Novotel Balikpapan 

- Lomba Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan Jumlah  Desa 
dan kelurahan 
yg berhasil 
meraih juara 
lomba cerdas 
cermat desa 
dan kelu-rahan 
tk. Prov. 

3 Desa 
dan 3 
Kelu-
rahan 

- - 30-31 Maret 
2020 

Hotel Haris Samarinda 

- Perlombaan Desa dan Perlombaan 
Kelurahan 

Jumlah Desa 
dan Kelurahan 
yang berhasil 
meraih juara  
perlombaan 
Desa dan 
Kelurahan Tk. 
Prov. 

3 Desa 
dan 3 
Kelu-
rahan 

  

- - 11 Mei s/d 13 
Juni 2020 

Samarinda 

- Mengikuti Pekan Inovasi Perkembangan 
Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional 

Laporan 
PinDesKel  

1 
Laporan 

- - Bln  Agustus 
2020  

Jakarta 



RENCANA KERJA 2021 
BIDANG PEMERINTAHAH  DESA DAN KELURAHAN 

Kodefikasi 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub 

Kegiatan 
Indikator Output 

Kegiatan 
Target 

Renstra 

Pagu 
Anggaran 

(Rp) 
Lokasi 

Dukungan 
Pemerin-

tah 
Kab. / Kota 

Dukungan 
Perangkat 

Daerah 
Provinsi  

2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum Adat 

2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
yang bergerak di Bidang Pemberdayaan 
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 
Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat 
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya 
Hukum Adat yang sama berada di Lintas 
Daerah Kabupaten  

2.13.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan 
Masyarakat Hukum Adat 

Peningkatan Penataan Administrasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
-  Perlombaan Desa dan Kelurahan 

Tingkat Provinsi 
- Perlombaan Cerdas Cermat Desa 
-  Pekan Inovasi Perkembangan Desa 

dan Kelurahan 
- Konsultasi, koordinasi, pembinaan 

penataan desa dan    penguatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 

- Jumlah Desa yang 
berhasil meraih 
juara lomba desa 
dan kelurahan 
tingkat Provinsi. 
 

- Jumlah Desa yang 
berhasil meraih 
juara lomba cerdas 
cermat Desa 

3 Desa dan  
3 Kelurahan 
 
 
 
 
3 Desa 
 

458.500.000 Prov. 
Kaltim 
dan Luar 
Prov. 
Kaltim  

- DPMD/
K 

- Bagian 
Pemerin-
tahan 
Setkab/
Kot 

- Bappeda 
- BPKAD 
- Biro Adbang 
- Diskes 
- BPOD 
 



Kodefikasi 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub 

Kegiatan 
Indikator Output 

Kegiatan 
Target 

Renstra 

Pagu 
Anggaran 

(Rp) 
Lokasi 

Dukungan 
Pemerinta

h 
Kab. / Kota 

Dukungan 
Perangkat 

Daerah 
Provinsi  

2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Peningkatan Kapasitas 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
- Pelatihan Peningkatan Aparatur 

Desa  
 
 

- Rapat-rapat, konsultasi,  koordinasi  
dan pembinaan peningkatan 
aparatur desa 

 
 

- Jumlah Aparatur 
Desa yang berhasil 
dilatih 
 

 
 
40 Orang 

458.500.000  
 
Samarin-
da 
 
 
Luar 
Kaltim 
dan 7 
Kabupa-
ten  

 
 
- DPMD/

K 
 

- Bappeda 
- BPKAD 
- Biro Adbang 
- Inspektorat 

 
 

Monitoring penyaluran keuangan 
desa. 
- Monitoring penyaluran keuangan 

desa dan penguatan pengelolaan 
keuangan desa  
 
 

- Rapat kerja teknis pengelolaan 
keuangan Desa. 

- Konsultasi dan koordinasi kebijakan 
pengelolaan keuangan Desa/Aset 
Desa 

 
 

- Laporan  penyalur-
an Dana Desa dari 
RKUN ke RKUD 
dan dari RKUD ke 
RKD 

 
 
1 Laporan 

325.000.000  
 
7 
Kabupa-
ten 
 
 
 
 
Jakarta 

 
 
 
- DPMD/

K 
- BPKAD 

- Bappeda 
- BPKAD 
- Biro Adbang 
- Inspektorat 

 



 

USULAN BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DPMPD PROV. KALTIM 

TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 

 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

Program Penataan Desa Penatausahaan Penetapan Susunan 
Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa 
Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan 
Hukum Adat 

1. Fasilitasi Pembentukan, 
Penghapusan, Penggabungan dan 
Perubahan Status Desa 
 

Program Pembinaan Penyeleng-
garaan Pemerintahan Desa (UU No. 
6/2014, Psl 112 ayat 1)  

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pemerintahan Desa 

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Desa 

2. Peningkatan Kapasitas Badan 
Permusyawaratan Desa 
 

3. Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Desa 
 

4. Monitoring dan Evaluasi 
 



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan 1. Penilaian Perlombaan Desa/ 
kampung dan Kelurahan 
 

2. 
 

Penilaian Cerdas Cermat 
Desa/Kampung dan Kelurahan 
 

3. Pekan Inovasi Perkembangan 
Desa/Kampung dan Kelurahan 
 

4. Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi perlombaan Desa/ 
Kampung dan Kelurahan 
 

5. Monitoring dan Evaluasi 
 

Pembinaan Penataan Kewenangan Desa, dan 
Penetapan serta  Penegasan Batas Desa 

1. Fasilitasi dan koordinasi Penataan 
Kewenangan Desa. 
 

2. Sosialisasi penetapan dan penegasan 
batas Desa 
 



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

3. Pelatihan/Bimbingan Teknis 
Penetapan dan Penegasan Batas 
Desa. 
 

4. Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi penataan kewenangan 
Desa, penetapan dan penegasan 
batas Desa. 
 

5. Monitoring dan Evaluasi 
 

Pembinaan dan Pengawasan terhadap 
Pemberian dan Penyaluran Keuangan Desa, 
dan Pengelolaan Aset Desa  

1. Pelatihan/Bimbingan Teknis Sistem 
Keuangan Desa 

2. Pelatihan/Bimbingan Teknis  Sistem 
Pengelolaan Aset Desa. 
 

3. Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi Keuangan Desa dan Aset 
Desa 



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

4. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran 
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, 
bagian dari hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah, bantuan keuangan 
kepada Desa, dan pengelolaan aset 
Desa. 



Sekian dan terimakasih 



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
KALIMANTAN TIMUR BIDANG 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA DAN PEMERINTAHAN DESA 
TAHUN 2021 
…………………………………………………. 

BAPPEDA PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR 

 
Balikpapan, 10 Februari 2020 



DASAR HUKUM 

 UUD 1945 Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya”.** )  

 Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  

 Undang-Undang No. 6 th 2014 tentang “Desa “ Pemberdayaan Masyarakat desa adalah 
upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, klemampuan, kesadaran serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 
desa; 

 Ps 84 (1) “Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi dan 
Kabupaten melalui SKPD, Pemerintah Des dan/atau BUM Des dengan mengikutsertakan 
masyarakat desa” 

 Undang-Undang No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;  

 Permendagri No. 86 Tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan  Perubahan 
Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah; 

 Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

 



Kemiskinan di pedesaan (112.75 jiwa) relatif lebih tinggi dibanding perkotaan (108.16 jiwa) 
karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai 

• Persentase Kemiskinan Kaltim selama 6 tahun 
jauh lebih rendah dibanding Nasional. (Setiap 
tahunnya baik Nasional maupun Kaltim 
mengalami penurunan).  

• Pada September tahun 2019  Persentase  Kaltim 
urutan ke 8  terkecil Nasional  

• Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika 
tingkat kemiskinan menyentuh angka 5,91% 
pada tahun September 2019 dengan jumlah 
219,92 jiwa penduduk miskin 

TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR 

6,6 6,42 6,1 6,06 6,08 6,06 5,91 

11,37 11,25 11,13 10,7 10,12 9,66 9,22 

0

2

4

6

8

10

12

14

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sept.
2019

Kaltim Nasional

Provinsi / 
Kab–Kota 

Tingkat Kemiskinan (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Paser 7,91 7,64 7,94 7,87 8,76 6,00 9,28 9,03 

Kutai Barat 
dan Mahulu 

8,25 8,28 7,70 7,53 8,33 8,68 8,72 9,15 

Kutai 
Kartanegara 

7,21 6,94 7,52 7,43 7,99 7,63 7,57 7,41 

Kutai Timur 9,43 8,77 9,06 9,10 9,31 9,16 9,29 9,22 

Berau 5,46 5,24 4,83 4,76 5,33 5,37 5,41 5,04 

P P U 8,67 8,57 7,70 7,56 7,92 7,49 7,63 7,40 

Balikpapan 3,39 3,30 2,48 2,46 2,91 2,81 2,82 2,64 

Samarinda 4,31 4,18 4,63 4,56 4,82 4,72 4,77 4,59 

Bontang 5,40 5,20 5,16 5,10 5,06 5,18 5,16 4,67 

Mahulu 0 0 0 0 10,50 10,65 11,29 11,62 

KALTIM  6,77 6,68 6,06 6,42 6,10 6,00 6,08 6,06 5,91 

NASIONAL 12,49 11,67 11,37 11,25 11,13 10,70 10,12 9,66 9,22 



STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN  PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN 2018 

Indeks Desa Membangun  (IDM)  adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan 
Ekologi Desa 

518 desa 
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HAMBATAN DAN TANTANGAN 

SUMBERDAYA  
MANUSIA 

KEMISKINAN 
SEBAGIAN BESAR TERPUSAT PADA 

DAERAH PERDESAAN, PEDALAMAN 
DAN DAERAH TERISOLIR 

INFRASTRUKTUR EKONOMI 
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SUMBER 

DAYA  

MANUSIA 

Kesadaran 
Bersekolah 
khususnya di 
perdesaan relatif 
masih kurang 

Akses dan mutu 
pendidikan yang 
terbatas 

Daya saing 
angkatan kerja 
yang kurang 

Pola hidup 
masyarakat sehat 
terabaikan 
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INFRASTRUKTUR 

Fasilitas air bersih 
yang masih kurang 

 

Akses ke daerah 
pedalaman dan 
terpencil yang masih 
kurang 

 

Elektrifikasi masih 
harus ditingkatkan 

 

Permukiman yang 
layak huni masih 

kurang 
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Diversifikasi 
keahlian masih 
kurang 

Kewirausahaan perlu 
digali dan di 
kembangkan 

Keterbatasan 
modal usaha 

Arus barang tidak 
lancar karena 
buruknya 
infrastruktur 

EKONOMI 



VISI BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR  

 BERDAULAT 

BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN 

SUMBER DAYA MANUSIA YANG 

BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA 

SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, 

PEMUDA DAN PENYANDANG 

DISABILITAS. 

Fokus SDM 
1 

BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN 

EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI 

KERAKYATAN YANG BERKEADILAN 

Fokus Ekonomi & Kesejahteraan 

2 

BERDAULAT DALAM MEMENUHI 

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR 

KEWILAYAHAN 

Fokus Infrastruktur 

3 

4 

BERDAULAT DALAM 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

ALAM YANG BERKELANJUTAN 

Fokus Lingkungan Hidup 

5 

BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN 

BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG 

BERSIH, PROFESIONAL DAN 

BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK 

Fokus Reformasi Birokrasi 



Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan 
insfrastruktur kewilayahan 

MISI  1. 
Berdaulat dalam 
Pembangunan 

Sumberdaya Manusia 
yang Berakhlak Mulia 

dan Berdaya Saing, 
terutama perempuan 

pemuda, dan 
penyandang disabilitas 

Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan dan 
Budaya 
Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII 
sebagai estalase seni budaya Kaltim 
Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi 
Puskesmas Terakreditasi Madya 
Pengembangan SMA/SMK/MA/SLB Negeri 
terpadu bertaraf internasional (boarding scool) 

1)  

Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas  

Peningkatan insentif guru dan tenaga 

kependidikan SMA/SMK/MA 

Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak 

tenaga kerja handal 

Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda 

dan disabilitas 



Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan 
insfrastruktur kewilayahan 

Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan 
pola pendampingan 

Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan 
potensi daerah 

Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan 
ekonomi desa 

Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga 
pra sejahtera 

Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaat
kan tenaga kerja lokal pada setor industri 
hilir migas dan pertambangan 

Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan 
peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat 

Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri 
dan pertanian dalam arti luas 

Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan 
darat 

Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas 
ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim 

MISI 2. 
Berdaulat dalam 
pemberdayaan 

ekonomi wilayah 
dan ekonomi 

kerakyatan yang 
berkeadilan 



 
MISI 3 

Berdaulat dalam memenuhi 
kebutuhan insfrastruktur kewilayahan 

 

Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis 
potensi lokal 

Tersedianya akses telekomunikasi dan 
internet di pusat desa 

Terpenuhinya kebutuhan air baku  dan air     
bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang    dan  
Samarinda 

Penanganan banjir di Kota Samarinda, 
Balikpapan dan Bontang 

Membangun dan meningkatkan kelas jalan 
Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan 
Timur 

Meningkatkan pengembangan pelabuhan 
Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan 
sebagai Pelabuhan Ekspor 

Percepatan penyelesaian pembangunan 
jembatan Pulau Balang 



MISI 4 
Berdaulat dalam Pengelolaan 

Sumberdaya alam yang berkelanjutan 

Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan 
harmonis 

Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada 
kesejahteraan masyarakat 

Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk       
pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata 

Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan 

Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan 
udara 



 
 

MISI 5 
Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi 

pemerintahan yang bersih, profesional dan 
berorientasi pelayanan publik 

  
 

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 

Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam 
urusan-urusan strategis 

Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) 

Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah 

Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan 

Pencegahan korupsi 



KEBIJAKAN PEMPROV KALTIM DALAM 

MENINGKATKAN STATUS DESA (150 DESA) 

Pemerintah Provinsi            
Kalimantan Timur,                 

memiliki target                      
peningkatan status IDM     

150 desa/kampung melalui                 
Pelatihan Peningkatan  

Kapasitas Aparatur Desa, 
   yang tertuang didalam                 

RPJMD KALTIM                    
TAHUN 2019 – 2023 

  



BANTUAN KEUANGAN 

KABUPATEN/KOTA 

Pada APBD Provinsi Kaltim Tahun 2020 melalui alokasi belanja Bantuan Keuangan 

Kabupaten/Kota, telah dialokasikan anggaran untuk desa-desa yang ada di Kalimantan Timur 

sebesar : 

 

Rp.513,330 Milyard 
 
Dimana alokasi belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota tersebut masuk dalam batang 
tubuh APBD Kabupaten/Kota.  

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan seperti : 

 Peningkatan jalan dan jembatan desa 

 Peningkatan jalan usaha tani 

 Peningkatan jalan lingkungan desa 

 Peningkatan jaringan irigasi pertanian 

 Drainase lingkungan 

 Semenisasi desa 

 Pembangunan SPAM air bersih 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KONDISI AWAL 
TARGET 

2023 

1. 

BERDAULAT DALAM 

PEMBANGUNAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA YANG 

BERAKHLAK MULIA 

TERUTAMA PEREMPUAN 

DAN PENYANDANG 

DISABILITAS  

Tujuan 1: 

Mewujudkan 

Masyarakat yang 

berkarakter 

berakhlak mulia 

dan berdaya saing  

(IPM) 

Sasaran 1: 

Meningkatnya pengamalan nilai-

nilai budaya dan keagamaan di 

Masyarakat 

Indeks Demokrasi 

Indonesia 
72,86 77,50 

Sasaran 2: 

Meningkatnya taraf pendidikan 

masyarakat 

Rata-rata lama 

sekolah  (Tahun) 
9,36 9,80 

Harapan Lama 

Sekolah (Tahun) 
13,49 14,96 

Sasaran 3: 

Meningkatnya kesehatan dan gizi 

masyarakat 

Usia Harapan Hidup 

(Tahun) 
73,7 73,8 

Tujuan 2 : 

Mewujudkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

(Tingkat 

Kemiskinan) 

 

Sasaran 4: Meningkatnya 

partisipasi aktif perempuan dalam 

pembangunan 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) (%) 

56,64 56,75 

Sasaran 5: Meningkatnya 

kewirausahaan dan prestasi 

pemuda 

Indeks 

Pembangunan 

Pemuda 

56,33 58,86 

Sasaran 6: Meningkatnya daya 

saing tenaga kerja 

Persentase 

Penempatan Tenaga 

Kerja (%) 

50 55 

RUMUSAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR 
RPJMD KALTIM 2019 - 2023 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
KONDISI 

AWAL 

KONDISI 

AKHIR 

2.  

BERDAULAT 

DALAM 

PEMBERDAYAAN 

EKONOMI 

WILAYAH DAN 

EKONOMI 

KERAKYATAN 

YANG 

BERKEADILAN 

Tujuan 3: 

Meningkatkan 

Ekonomi 

Kerakyatan (Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi) 

Sasaran 7: Meningkatnya usaha 

ekonomi koperasi dan UKM   

Kontribusi Koperasi dan UKM 

terhadap PDRB (%) 
12,18 13,53 

Sasaran 8: Meningkatnya 

keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan 

Jumlah desa tertinggal dan 

sangat tertinggal (desa) 
518 368 

Sasaran 9: Meningkatnya 

kontribusi sektor pariwisata 

terhadap ekonomi daerah  

Kontribusi sektor pariwisata 

terhadap PDRB (%) 

 

0,93 1,03 

Tujuan 4: 

Mewujudkan 

kemandirian 

ekonomi yang 

berkelanjutan (Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi Non 

Migas dan Batu 

Bara) 

Sasaran 10: Meningkatnya 

kontribusi sektor perindustrian 

dalam perekonomian daerah 

Kontribusi lapangan usaha 

industri pengolahan terhadap 

PDRB (%) 

18,33  21 

Sasaran 11: Meningkatnya 

realisasi investasi 

Nilai realisasi investasi (Rp 

Triliun) 
25,53  38,29 

Sasaran 12: Meningkatnya 

kontribusi sektor pertanian 

tanaman pangan dan hortikultura 

terhadap ekonomi daerah  

Kontribusi lapangan usaha  sub 

sektor pertanian tanaman 

pangan dan hortikultura 

terhadap PDRB (%) 

0,52 0,57 

Rasio Pemenuhan Beras (%) 62,82  84,53  

Sasaran 13: Meningkatnya 

kontribusi sektor peternakan 

terhadap ekonomi daerah  

Kontribusi lapangan usaha sub 

sektor peternakan terhadap 

PDRB (%) 

0,3 0,37 

Lanjutan 1… 



Tujuan/Sasaran Indikator Target Strategi Arah Kebijakan Program 
Indikator 
Program 

Target 

MISI 2 :   BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN  

3. Meningkatkan 
Ekonomi 
Kerakyatan 

Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 

3,5±1 

8. Meningkatn
ya 
keberdayaa
n 
Masyarakat 
Perdesaan  

Jumlah desa 
tertinggal dan 
sangat 
tertinggal 
(desa) 

478 Peningkatan kualitas 
pembangunan 
wilayah perdesaan 
secara merata  

1)   Peningkatan kapasitas 
BUMDES untuk meningkatkan 
ekonomi desa 

Pengembangan 
lembaga ekonomi 
pedesaan 

Meningkatkan 
jumlah Bumdes 
yang aktif 
(Bumdes) 

25 

Jumlah 
BUMDesa yang 
aktif 

25 Unit 

2)   Optimalisasi penggunaan 
dana desa untuk 
pembangunan desa  

Pembangunan 
Desa dan 
Kawasan  

Meningkatkan 
jumlah desa 
berkembang 
(Desa) 

25 

3)   Pembinaan kapasitas 
aparatur pemerintah desa dalam 
membangun desa berkualitas  

Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan 

Jumlah desa 
yang mampu 
menjalankan 
pemerintahan 
desa secara 
optimal (Desa) 

30 

4)   Penguatan ketangguhan 
desa dalam menghadapi 
bencana dan perubahan iklim 

Kampung Iklim 

Jumlah 
kampung/ 
desa (Desa) 

22 

ARSITEKTUR KINERJA RPJMD KALTIM 2019 – 2023 
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 



No 
Tujuan/
Sasaran 

Program 
Prioritas 

Indikator 
Kinerja 

Data 
Capaia
n pada 
Awal 

Tahun 
Perenc
anaan 

Target 
pada 
Akhir 
Tahun 

Perencan
aan 

Target RPJMD Provinsi Pada RKPD 
Provinsi Tahun Ke- 

Capaian Target RPJMD Provinsi 
Melalui 

Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- 

Tingkat Capaian 
Target RPJMD 
Provinsi Hasil 

Pelaksanaan RKPD 
Provinsi Tahun Ke- 

(%) 

Capaian 
Pada Akhir 

Tahun 
Perencanaa

n 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 

2 

Sasaran 8 : 
Meningkatnya 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Perdesaan 

Jumlah Desa 
Tertinggal Dan 
Sangat 
Tertinggal 
(Desa) 

518 368 503 478 448 413 368 0 0 0 0 0 0 0 

  2,1 

Program 
pengembangan 
lembaga 
ekonomi 
pedesaan 

Meningkatkan 
jumlah 
Bumdes yang 
aktif (Bumdes) 

302 
 

40 
   

20 25 30 35 40 15,00 0 0 0 0 75,00 74,38 0 0 

  2,2 

Program 
Pembangunan 
Desa dan 
Kawasan 

Meningkatkan 
jumlah desa 
berkembang 
(Desa) 

289 40 20 25 30 35 40 15 0 0 0 0 75,00 86,40 0 0 

  2,3 

Program 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Desa dan 
Kelurahan 

Jumlah desa 
yang mampu 
menjalankan 
pemerintahan 
desa secara 
optimal (Desa) 

63 213 73 103 138 173 213 14 0 0 0 0 19,18 95,28 0 0 

  2,4 
Program 
Kampung Iklim 

Jumlah 
kampung/des
a (Desa) 

28 28 20 22 25 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evaluasi Kinerja RPJMD Misi 2 (Capaian Taget Program Prioritas Tahun 2019) 



TERIMA KASIH 







1. PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN. 

2. PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN. 

3. PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN 

BELANJA BANTUAN KEUANGAN. 

4. MONITORING & PENGAWASAN BELANJA 

BANTUAN KEUANGAN. 

5. PERGESERAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN. 



1. PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

1. Dilakukan bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar 

daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota. 

2. Dianggarkan atas usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur 

melalui tahapan dan mekanisme musrenbang. 

3. Ditujukan untuk melaksanakan kegiatan kewenangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota serta menunjang program 

strategis pembangunan daerah maupun nasional. 

4. Alokasi anggaran harus diadministrasikan dalam APBD 

Kabupaten/Kota. 

5. Alokasi anggaran tidak diperkenankan untuk diubah kecuali 

atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan dan 

perundang-undangan. 



2. PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

1. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan terlebih dahulu 

dilakukan klarifikasi rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD 

Kabupaten/Kota dan diasistensi oleh TAPD Kabupaten/Kota. 

2. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara 

bertahap, dengan memperhatikan beberapa hal : 

a. Untuk Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Tahap 

Pertama maksimal sebesar 25% dari nilai kumulatif 

seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan 

Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota yang disampaikan; 

b. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a meliputi Penyaluran Belanja 

Bantuan Keuangan Spesifik dan Non Spesifik; 



c) Untuk Belanja Bantuan Keuangan Spesifik tahap 

selanjutnya disalurkan pada setiap awal triwulan masing-

masing sebesar 25% dengan menyampaikan laporan F-4; 

d) Untuk Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap 

kedua disalurkan sebesar 40% setelah realisasi keuangan 

pada penyaluran Tahap Pertama mencapai 80%; 

e) Untuk Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap 

ketiga Disalurkan sebesar 35% setelah realisasi keuangan 

dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua 

mencapai 90%. 



3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

1. Terhadap realisasi fisik dan keuangan serta akibat yang timbul 

dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan 

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan 

kepada Gubernur dengan  ketentuan : 

a. Laporan Triwulan tentang Realisasi fisik dan keuangan 

disampaikan berdasarkan laporan yang dihimpun setiap 

bulan dari pelaksana kegiatan di Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota; 

b. Laporan triwulan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi 

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan 

periode laporan, dengan contoh Form F-1 Lampiran I 

Peraturan Gubernur ini; 



c. Laporan Tahunan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi 

selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, 

dengan contoh Form F-2 Lampiran II Peraturan Gubernur 

ini; 

d. Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Non 

Spesifik disampaikan kepada Pemerintah Provinsi  

sebagaimana contoh Form F-3 Lampiran III Peraturan 

Gubernur ini; 

e. Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Spesifik  

disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana  

contoh Form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

IV Peraturan Gubernur; 

f. Batas akhir penyampaian laporan realisasi Penyerapan 

Bantuan Keuangan sebagai dasar penyaluran terakhir 

Bantuan Keuangan diterima pada tanggal                      _ 

tahun anggaran berkenaan 

 



4. MONITORING & PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN 

1. Monitoring dilakukan secara berkala oleh Tim Pengelola 

Belanja Bantuan Keuangan dan terlebih dahulu diberitahukan 

melalui surat resmi dari Pemerintah Provinsi. 

2. Pengawasan terhadap kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di 

Kabupaten/Kota dilakukan oleh Inspektorat Daerah 

Kabupaten/Kota dan dilaporakan kepada Gubernur melalui 

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. 

3. Pengawasan peruntukan dan aliran dana dapat dilakukan 

langsung oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atas 

perintah Gubernur. 



5. PERGESERAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

1. Pergeseran Anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap 

unit organisasi, program/kegiatan maupun jenis belanja tidak 

diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi 

sesuai ketentuan peraturan perundangan; 

2. Pergeseran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diusulkan 

oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Provinsi melalui Biro 

Administrasi dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur; 

3. Pergeseran belanja bantuan keuangan yang hanya mengubah 

obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek 

belanja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi. 



1. Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan  Non Spesifik 

yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana 

tersebut dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada 

tahun anggaran berikutnya. 

2. Terhadap sisa dana  Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik 

yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana 

tersebut dapat digunakan untuk program prioritas 

Kabupaten/Kota. 





BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Balikpapan, 10 Februari 2020 

ALUR PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN 
 

OLEH: FAHMI PRIMA LAKSANA 
Kabid Anggaran BPKAD Provinsi Kaltim  



Pembahasan & Kesepakaan  

KUA  PPAS antara KDH dgn DPRD  

 M2/7/2020 – M1/8/2020 

Penyusunan RKA-SKPD 

 M3/8/2020 

Persetujuan Bersama  
Rancangan APBD dgn DPRD 

  ≤ M4/11/2020 

Penetapan Perda APBD  

  ≤ M4/12/2020 

Penetapan RKPD  

 M4/6/2020 

Musrenbang RKPD 
Provinsi  M2/4/2020 

 

Forum Perangkat 
Daerah (Rancangan 

RKPD)   < M2/3/2020 

Konsultasi Publik  

 M2/2/2020  

Ranwal RKPD (Ranwal Renja 
SKPD)  M1/12/2019 

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN 

Penyusunan DPA SKPD 

 <M4/12/2020        

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

11 

12 

10 

13 Pelaksanaan APBD 

Januari thn berikutnya 

M1 / 1 / 2021 

Evaluasi Rancangan  

Perda APBD  

 ≤ M1/12/2020  

(15 Hari Kerja) 

Raperda APBD  

(Nota Keuangan)  

 M4/10/2020 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN DESA & KAWASAN PERDESAAN 

Disampaikan pada Kegiatan Rapat Koordinasi 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur 

Balikpapan | Hotel Novotel | 10 Februrari 2020  



PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN & 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) 

Program Pembangunan Desa membawahi pelaksanaan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi 

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang bersumber 

dari dana APBN untuk pengelolaan dan pembinaan : 

 

P3MD 

Pelaksanaan Pendampingan Desa 

Program Inovasi Desa 

Untuk pelaksanaan di tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola pelaksanaan 

P3MD mendapatkan pagu anggaran sebesar : Rp. 30.589.982,000,- 

 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2019 

• Pelaksanaan dekonsentrasi mengacu kepada Keputusan Dirjen PPMD nomor 01 tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi P3MD tahun 2019. 

• Dana dekonsentrasi yang di alokasikan pada tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar 

Rp. 30.589.982,000,- 

• Realisasi pelaksanaan mencapai 98.99% atau sebesar Rp. 30.281.301.048,- dan Menyisakan anggaran 

sebesar Rp. 308.680.952,- yang tidak terealisasi dan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara. 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI P3MD 

• Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah Program 

Nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa.  

 

• Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah bentuk 

keseriusan pemerintah pusat dalam Pelaksanaan dan Implementasi dari Undang-undang 

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Melalui Dana Desa dan Pendamping Desa Profesional. 

 



EVALUASI PELAKSANAAN 

PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2019 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

KOMPOSISI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) 
TAHUN 2018 

1.  TA Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

2.  TA Pembangunan Partisipatif, 

3.  TA Pemberdayaan Ekonomi Desa,  

4.  TA Pengembangan Teknologi Tepat Guna,  

5.  TA  Infrastruktur Desa,  

6.  TA Pengembangan Pelayanan Dasar 

Komposisi Pendamping 

Pendamping Lokal Desa  

di Desa 

Pendamping Desa 

di Kecamatan  

Tenaga Ahli Pemberdayaan 
Masyarakat di Kabupaten 

1. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) 

2. Pendamping Desa Teknis Infrastruktur 

(PDTI) 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

Pendamping Lokal Desa Pendamping Desa Pemberdayaan 

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pendamping Desa Teknik Infrastruktur 

Bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama desa, 

pengembangan BUM-Des, dan pembangunan berskala 

lokal desa  

Bertugas di Kecamatan untuk mendampingi desa dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama desa, 

pengembangan BUM-Des, dan pembangunan berskala 

lokal desa  

Bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. 

Bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Permendes no. 03 Tahun 2015 

TUGAS TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

REKAPITULASI JUMLAH TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

No. Kabupaten Kec Desa 
Total 

Kebutuhan Terisi Kosong 

1 Paser 10 139 74 68 6 

2 Kutai Kartanegara 16 193 103 99 4 

3 Berau 12 100 63 52 11 

4 Kutai Barat 16 190 99 90 9 

5 Kutai Timur 18 139 85 78 7 

6 Penajam Paser Utara 4 30 22 21 1 

7 Mahakam Ulu 5 50 32 24 8 

Jumlah 81 841 478 432 46 

Data Desember 2019 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

RINCIAN JUMLAH TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

Setelah Pelaksanaan Rekrutmen di Bulan September Tahun 2019. Hingga saat ini, Tenaga Pendamping di 

provinsi kalimantan timur masih mengalami kekurangan sebanyak 46 orang. Kekosongan pendamping banyak 

terjadi di desa-desa yang kondisi geografis nya ekstrim dan minim infrastruktur dasar. 

 

Data Desember 2019 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

TANTANGAN DALAM PENDAMPINGAN DESA  

1. Pengiriman laporan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sering mengalami keterlambatan. Hal ini 

menjadi menghambat proses pembayaran honorarium dan operasional Pendamping.  

2. Dalam laporan Pendamping, Banyak terjadi ketidaksesuaian antara pengisian kolom cuti/ijin pada 

Laporan Waktu Kerja (LWK) dengan pengajuan permohonan ijin yang disampaikan kepada satker 

P3MD provinsi. Pendamping sudah meninggalkan lokasi tugasnya padahal permohonan cuti/ijin nya 

belum disetujui oleh satker P3MD, bahkan tidak mengajukan permohonan izin kepada satker. 

3. Ditemukannya beberapa laporan terkait Tenaga Pendamping Profesional yang tidak berada di lokasi 

tugas pendampingan. Hal ini menyebabkan proses pendampingan menjadi tidak maksimal. 

4. Dokumentasi kegiatan sarana dan prasarana di desa masih sangat minim dan tidak memberikan 

informasi kegiatan dan tahapan proses pembangunan mulai dari 0%, 50%, hingga 100%. 

 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

TANTANGAN DALAM PENDAMPINGAN DESA  

5. Besaran Honorarium dan Operasional Tenaga Pendamping Profesional (TPP) terutama posisi 

Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berada di desa sangatlah rendah. Mengingat kondisi geografis 

desa di kalimantan timur masih banyak yang ektrim dan sulit terjangkau.  

6. Pendamping Lokal Desa (PLD) harus mendampingin 3 – 4 desa dengan Honorarium dan Operasional 

yang pas-pasan, tetapi harus mendampingi beberapa desa yang lokasi nya berjauhan. Hal ini 

menyebabkan kinerja pendamping di lapangan menjadi tidak maksimal dan banyak yang 

mengundurkan diri. 

7. Banyak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) khususnya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang 

mengundurkan diri dikarenakan lokasi tugas yang ektreme dengan Honorarium dan Operasional 

yang kecil. 

8. Masih kurangnya minat masyarakat untuk menjadi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 



EVALUASI PELAKSANAAN 

PROGRAM INOVASI DESA TAHUN 2019 



LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN PID  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 

7 

841 

81 

 5.477.551.000  



HASIL PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI DESA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 

MOU DENGAN  
TIK KAB 

Pembentukan 
TPID 

BID 

Pencairan 
DOK 

Sosialisasi PID 
7 Kab / 100% 

Pembentukan 
TPID 

81 Kec. / 100% 

Bursa Inovasi 
Desa (BID) 

7 Kab / 100% 

7 Kabupaten / 100% 

Pembentukan 
TIK 

Sosialisasi 
PID 

PID 
2019 

Pembentukan TIK 
7 Kab / 100% 

Pencairan Dana Operasional Kegiatan 
Rp. 5.429.951.000 atau sebesar 99.13% 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

Pertukaran Ide dan 
gagasan Inovasi desa 

Menjaring komitmen dan Ide 
Pemerintah Desa untuk 

mengadopsi atau 
mereplikasi inisiatif atau 
inovasi yang diperoleh 

dalam BID. 

Ruang Konsultasi desa 
dengan P2KTD dan 

Peningkatakan Kapasitas 
Aparatur Desa 

Konsolidasi pemangku 
kepentingan  

pembangunan Desa dan 
antar Desa 

Memperkuat 
keterlibatan OPD dan 

lembaga lain dalam 
pembangunan desa 

Ruang dialogis dan 
pertukaran hasil-hasil-

praktek baik dalam 
pembangunan Desa  

BID 

merupakan 
sebuah forum 
penyebaran dan 
pertukaran 
inisiatif atau 
inovasi 
masyarakat yang 
berkembang di 
desa-desa 

TUJUAN PELAKSANAAN BURSA INOVASI DESA  



BURSA  
INOVASI DESA 

BURSA INOVASI DESA : 

6 KABUPATEN (85,70%) 

JUMLAH DESA YANG HADIR : 

686 DESA (81,57%) 

KARTU KOMITMEN :                                           

1.230 KOMITMEN REPLIKASI 

KARTU IDE :   

317 IDE INOVASI 
PARTISIPASI PEREMPUAN : 

1.202 (34,72%) 

HASIL PELAKSANAAN BURSA INOVASI DESA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 

PARTISIPASI BID :                                        

LAKI-LAKI     =  147.690 ORANG                                      
PEREMPUAN =    66.201 ORANG                                           
TOTAL           =  213.891 ORANG 



EVALUASI PENYALURAN 

DANA DESA TAHUN 2019 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

BESARAN DANA DESA TAHUN 2019 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

2019 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

 
PENYALURAN DANA DESA 2019 DARI RKUN KE RKUD 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
Data : 31 Januari 2020 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

 
PENYALURAN DANA DESA 2019 DARI RKUD KE RKDESA 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
Data : 31 Januari 2020 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

 
JUMLAH DESA CAIR (DANA DESA TAHUN 2019) 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
Data : 31 Januari 2020 

Secara keseluruhan Pencairan 

Dana Desa tahap I, II dan III 

Transfer dari Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) ke 

Rekening Kas Desa (RKDes) 

adalah sebesar 98,88% atau 

sebesar  

Rp. 860.423.903.622,- 

dan masih terdapat 12 desa yang 

tidak salur di tahun 2019. 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

HASIL PELAKSANAAN DANA DESA 2019  
PROV. KALIMANTAN TIMUR 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) 

BIDANG PEMBANGUNAN DESA 

Jalan Desa 
612.984 m 

Jembatan 
 11.826  M 

Pasar Desa 
27 Unit 

BUM Desa 
26 Unit 

Tambatan  
Perahu  

1.122 Unit 

 

Embung 
23 Unit 

 

 

Irigasi 
37 Unit 

 

 

Sarana Olahraga 
177 Unit 

 

 

Penahan Tanah 
719 Unit 

 

Air Bersih 
705 Unit 

MCK 
391 Unit 

Polindes-
Poskesdes 

39 Unit 

 

Drainase 
63.510  M 

 

 

PAUD 
132 Unit 

 

 

Posyandu 
145 Unit 

 

 

Sumur 
77 Unit 

 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

BESARAN DANA DESA TAHUN 2020 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

2020 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

#6 TAHUN DANA DESA  
PROV. KALIMANTAN TIMUR 

(2015 – 2020) 

TOTAL DANA DESA TAHUN 2015–2020 :  Rp. 3.986.745.634.000,-  



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN DANA DESA  

1. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang terlambat bahkan tidak dibuat, disebabkan 

karena rendahnya kualitas SDM di pemerintahan Desa. Akibatnya, penyaluran Dana Desa tahap 

selanjutnya tidak dapat dicairkan karena tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban. 

2. Penggunaan Dana Desa diluar bidang prioritas. Mengakibatkan penggunaan dana desa menjadi tidak 

tepat sasaran. Penggunaan dana desa harus diperuntukan kepada kegiatan yang bersifat Pembangunan 

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. 

3. Tidak terpenuhinya kebutuhan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di setiap desa. sehingga dalam 

proses Perencanaan, Penganggaran dan Pemanfaatan dana desa menjadi tidak maksimal. 

4. Ketidakhadiran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Lokasi Tugas, sehingga dalam proses 

Perencanaan, Penganggaran dan Pemanfaatan dana desa menjadi tidak maksimal. 

 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN DANA DESA  

5. Pengawasan Dana Desa yang masih belum optimal, karena kewenangan audit tidak melibatkan 

pendamping desa, tetapi hanya melibatkan BPKP dan Inspektorat yang pengawasannya tidak akan 

maksimal mengingat jumlah desa yang sangat banyak dengan lokasi yang beragam. 

 Jenis-jenis penyimpangan yang Dilaporkan : 

a. Tidak adanya pembangunan di desa;  

b. Pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/Rencana Anggaran Biaya;  

c. Dugaan adanya mark up oleh oknum aparat desa;  

d. Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. (Tidak adanya papan pelaksanaan kegiatan) 

e. Masyarakat tidak dilibatkan; 

f. Penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi;  

g. Kongkalikong dalam hal pembelian material bahan bangunan; 



INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
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IDM 

SOSIAL 

14 Variabel 

34 Indikator 

EKONOMI 

6 Variabel  

12 Indikator 

EKOLOGI 

2 Variabel,  

6 Indikator  

Dimensi, Variabel, dan Indikator Pengukuran 

Klasifikasi Desa 

1. Desa Mandiri 
2. Desa Maju 
3. Desa Berkembang 
4. Desa Tertinggal 
5. Desa Sangat Tertinggal 

GAMBARAN UMUM IDM 
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STATUS DESA DI KALIMANTAN TIMUR 

TAHUN 2019 
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GAMBARAN UMUM IDM KALTIM &  

TREND TAHUN 2016 S.D 2019 

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan desa di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu ± 3 tahun 
sangat signifikan. Persentase desa sangat tertinggal turun sangat secara drastis jika dibandingkan pada tahun 2016 
sebanyak 35,79% (301 desa) menjadi 2,73% (23 desa) pada tahun 2019. Hal Ini menjadi indikator bahwa proses 
pendampingan desa yang sedang berjalan saat ini memilik dampak yang positif terhadap pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Kalimantan Timur. 
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I. Akurasi Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM) masih belum optimal, 

dikarenakan : 

1. Waktu perhitungan yang relatif pendek Sedangkan form pengisian data 

dalam kuisioner berjumlah ± 700 pertanyaan. 

2. Tenaga Pendamping harus mendapingi 3 – 4 desa, sehingga kesulitan 

dalam mengisi kuisioner yang banyak dan waktu yang terbatas. 

3. Tidak ada bantuan operasional tambahan untuk Tenaga Pendamping yang 

survei ke lapangan, padahal kondisi geografis desa di kaltim masih banyak 

yang sulit di jangkau.  

TANTANGAN DALAM PERHITUNGAN IDM 



PROGRAM PEMBANGUNAN  

KAWASAN PERDESAAN 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 
LINGKUP PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SEBAGAI 
PEMBANGUNAN MULTI SEKTOR 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

DATA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

* Data Terakhir Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah di input ke Kementrian Desa. 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

DATA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

* Data Terakhir Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah di input ke Kementrian Desa. 



PROGRAM PENGEMBANGAN 
INFORMASI DESA DAN KELURAHAN 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

PENDAHULUAN PENYUSUNAN PROFIL DESA 

• Dalam rangka ketersediaan informasi tentang potensi wilayah suatu 

kabupaten/kota yang mencakup sampai wilayah desa/kelurahan, pemerintah pusat 

melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) 

Kementerian Dalam Negeri RI, menetapkan penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.  

 

• Tujuannya adalah untuk menjadikan Profil Desa dan Kelurahan sebagai basis data 

dan sumber informasi guna pemenuhan kebutuhan pembangunan.  



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

KEGUNAAN & MANFAAT PROFIL DESA 

SEBAGAI DASAR UNTUK MENETAPKAN PROGRAM KEGIATAN & DASAR PENETAPAN 
PELAKSANAAN DANA DESA (DD) DARI APBN & ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI APBD 
SECARA PROPORSIONAL 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

INSTRUMEN PENYUSUNAN PROFIL DESA 

Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil  Desa dan Kelurahan sesuai  

Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Pendayagunan Data Profil Desadan Kelurahan 

• Potensi SDA 

• Potensi SDM 

• Potensi Kelembagaan 

• Potensi Sarana dan Prasarana 

 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

DATA PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN  
DI KALIMANTAN TIMUR 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

UPDATE PROFIL DESA DAN KELURAHAN   
DI KALIMANTAN TIMUR 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN PROFIL DESA (I)  

1. Belum semua desa/kelurahan mempunyai petugas yang mendampingi dalam 

melakukan pendataan profil desa/kelurahan secara manual. 

2. Operator Profil desa/kelurahan yang tidak tetap dan sering berganti seiring dengan 

digantinya Kepala Desa/Lurah. 

3. Pada umumnya setiap Desa/Kelurahan tidak mempunyai alokasi dana yang cukup 

untuk melakukan pendataan Profil Desa/Kelurahan, termasuk kontribusi 

Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Profil desa/kelurahan. 

4. Masih banyak desa/kelurahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami 

kesulitan jaringan internet atau blankspot dan juga pasokan listrik yang belum stabil 

sehingga tidak dapat mengakses data profil desa/kelurahan secara online. 



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
DAN TRANSMIGRASI 

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN PROFIL DESA (II)  

5. Desa/kelurahan yang telah menginput data profil desa/kelurahan secara online tidak 

melakukan updating data tiap tahunnya sehingga hasil analisis data profil 

desa/kelurahan tidak dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan.  

6. Ada beberapa desa yang belum jelas batas administratif desa di beberapa 

Kabupaten/Kota. 

7. Kabupaten/Kota mengalami defisit sehingga tidak dapat menganggarkan dana untuk 

kegiatan pelatihan data profil desa/kelurahan bagi tenaga operator desa/kelurahan. 



SEKIAN & TERIMAKASIH 



KEBIJAKAN PROGRAM DPMPD KALTIM 

TAHUN 2020-2021 

 

Oleh : Moh. Jauhar Efendi 

(Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim) 

 

 

DISAMPAIKAN  PADA  ACARA  RAKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020 
 

Balikpapan, 10 Februari 2020 

 



ZIG ZIGLAR 
 

TAK PERLU JADI HEBAT UNTUK  
MEMULAI, TAPI KAU HARUS MEMULAI 

UNTUK JADI HEBAT 

“ “ 
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Nama : 
Dr. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si. 

Pangkat : 
Pembina Utama Madya 

Jabatan : 
 

 Ka DPMPD Prov. Kaltim (2016-skrg) 
 Ka BPMPD Prov. Kaltim (2012-2016) 
 Kadis Kominfo Prov. Kaltim (2009-2012) 
 Kepala Biro Humas Setda Prov. Kaltim (2004-2009) 
 Kabag Penerangan, Pemberitaan & Dokumentasi (2002-2004) 
 Sekretaris BKD Prov. Kaltim (2001-2002) 
 Kabag Pengembangan Pegawai  Biro Kepegawaian (1999-2001) 
 Camat Penajam (1998-1999) 
 Camat Babulu (1997-1998) 
 Kasubbag Mutasi Jabatan (1995-1997) 
 Kasubbag Urusan Dalam & Keamanan (1992-1994) 
 Kasubbag Urusan Dalam (1990-1992) 
 

 Plt. Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda Prov. Kaltim (2019-skrg) 



South Australia University (2001) 

Diklat Pim II (2003) 

Riwayat Pendidikan 

Monash University (2001) APDN Samarinda (1985) 

IIP Jakarta (1990) 

Sepala/Diklat Pim IV (1992) 

S3 UNPAD (2019) 
S2 UGM (1995) 

Sepama/Diklat Pim III (1999) 



Pengalaman Mengajar 

Guru SMA Al- Khairiyah 

Dosen Untag Samarinda 

Dosen STIESAM Samarinda 

Dosen S1 Ilmu Komunikasi 

Unmul 

Instruktur Diklat Struktural 

PIM IV dan III 

Instruktur Diklat Teknis 

Fungsional 

01 

02 

03 

06 

07 

08 

05 

04 

Dosen Universitas 

Widayagama Mahakam 

Dosen S1 PIN UNMUL 09 
Narasumber di berbagai 

instansi Pemerintahan dan 

organisasi 



JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA/KAMPUNG  

SE KALIMANTAN TIMUR 

Kode Wilayah Kabupaten/Kota Jlh. Kecamatan Jlh. Kelurahan Jlh. Desa/Kampung 

64.01 Kab. Paser 10 5 139 

64.02 Kab. Kutai Kartanegara 18 44 193 

64.03 Kab. Berau 13 10 100 

64.07 Kab. Kutai Barat 16 4 190 

64.08 Kab. Kutai Timur 18 2 139 

64.09 Kab. Penajam Paser Utara 4 24 30 

64.11 Kab. Mahakam Ulu 5 0 50 

64.71 Kota Balikpapan 6 34 0 

64.72 Kota Samarinda 10 59 0 

64.73 Kota Bontang 3 15 0 

103 197 841 

 

 



       SUMBER KEUANGAN DESA 

PENDAPATAN ASLI DESA 

10% BAGIAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH 

10% DARI DBH - DAK 

BANTUAN KEUANGAN PROV. / 
KAB SERTA SUMBANGAN PIHAK 
KETIGA YANG SAH DAN TIDAK 
MENGIKAT 

PEMPUS (APBN) =  DANA DESA 



          IDM KALTIM 2017 - 2019 

DESA MANDIRI, 2 (0,24%) 
DESA MANDIRI, 11 (2,27%) 

DESA MAJU, 32 (3,80%) 
DESA MAJU, 107 (12,72%) 

BERKEMBANG, 289 (34,36%) 
BERKEMBANG, 415 (49,35%) 

TERTINGGAL , 381 (45,30%) 
TERTINGGAL, 285 (33,89%) 

 STT, 137 (16,29%) 
 STT, 23 (2,73%) 



4  

KECAMA

TAN 

30 DESA 

SEMUA 

KECAMA

TAN 

• MANDIRI : - 

• MAJU : - 

• BERKEMBANG : 4 

• TERTINGGAL : - 

• STT : - 

IDM KAB. PPU 

0,6823 
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KECAMA

TAN 

100 DESA 

STATUS 

KECAMA

TAN 

• MANDIRI : - 

• MAJU : 2 (BIDUK-BIDUK, 
TL.BAYUR)  

• BERKEMBANG : 10 

• TERTINGGAL : - 

• STT : -  

IDM KAB. BERAU 

0,6539 



16 

KECAMA

TAN 

193 DESA 

STATUS 

KECAMA

TAN 

• MANDIRI : - 

• MAJU : 1  (TGR SBRG) 

• BERKEMBANG : 12 

• TERTINGGAL : 3 (KBG 
JANGGUT, MA.MUNTAI, 
TABANG)  

• STT : - 

IDM KAB. KUKAR 

0,6411 
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KECAMA

TAN 

139 DESA 

STATUS 

KECAMAT

AN 

• MANDIRI : 1 (SGT UTARA) 

• MAJU : - 

• BERKEMBANG : 11 

• TERTINGGAL : 6 (BATU 
AMPAR,KARANGAN, MA. 
ANCALONG,MA.BENGKAL, 
MA.WAHAU, SANDARAN) 

• STT : -  

IDM KAB. KUTIM 

0,6204 
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KECAMA

TAN 

139 DESA 

STATUS 

KECAMAT

AN 

• MANDIRI : -  

• MAJU : - 

• BERKEMBANG : 5 

• TERTINGGAL : 5 (BATU 
SOPANG, LONG KALI, MA. 
KOMAM, MA.SAMU, 
TANJUNG HARAPAN) 

• STT : -  

IDM KAB. PASER 

0,6204 
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KECAMA

TAN 

190 DESA 

STATUS 

KECAMA

TAN 

• MANDIRI : -  

• MAJU : - 

• BERKEMBANG : 6 

• TERTINGGAL : 10 

• STT : -  

IDM KAB. KUBAR 

0,5900 



5 

KECAMA

TAN 

50 DESA 

STATUS 

KECAMA

TAN 

• MANDIRI : -  

• MAJU : - 

• BERKEMBANG : 1 (LONG 
BAGUN) 

• TERTINGGAL : 4 

• STT : -  

IDM KAB. MAHULU 

0,5862 



5 

KECAMA

TAN 

50 DESA 

STATUS 

KECAMA

TAN 

• MANDIRI : -  

• MAJU : - 

• BERKEMBANG : 1 

• TERTINGGAL : 4 

• STT : -  

IDM KAB. MAHULU 

0,5862 



   KELUARGA MISKIN DAN KELUARGA SEJAHTERA 



PENULIS BUKU “HITUNG SENDIRI 
PENDAPATAN SAYA” 

https://efendijauharblog.wordpress.com 
f : Jauhar Efendi 



 



 







 







BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT, 

SDA&TTG 

Novotel, 10 Februari 2020 



Realisasi Capaian Sasaran Indikator Rencana Strategis  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Tahun Anggaran 2019 

No Nama BuMdes Nama Desa Kecamatan Kabupaten Jenis Usaha 

1 Usaha Jaya Makmur Kerta Bumi Kuaro 
Paser 

Perkebunan Sawit 

2 Sumber Rejeki Tabru Paser Damai Batu Engau Saprodi 

3 Jogowono Diwongso Kedang Ipil 

Kota Bangun Kukar 

Tepung Tapioka, Gula Aren 

dan ATK 

4 Karya Usaha Mandiri Kedang Murung Simpan Pinjam, Kerupuk, 

Sarang Walet dan Ikan 

5 Kota Bangun Ilir Kota Bangun Ilir Perikanan dan Simpan 

Pinjam 

6 Rama Mandiri Rantau Makmur Rantau Pulung 
Kutim 

Listrik Desa, Simpan Pinjam 

dan Depot Air Minum 

7 Long Segar Long Segar Telen Kebun Sawit 

8 Lambing Prima Lambing Muara Lawa 
Kubar 

Pertanian, Peternakan dan 

Industri Kecil Rumah Tangga 

9 Menarung Sejahtera Ombau Asa Barong Tongkok Fotocopy dan ATK 

10 Subur Lestari Bukit Subur Penajam 

PPU 

Toserba dan Perkebunan 

Sawit 

11 Harapan Bersama Karang Jinawi Sepaku Perkreditan Desa, 

Perkebunan Sawit 

12 Amparan Tikar Dumaring Talisayan 

Berau 

Pariwisata, Perkebunan dan 

Perikanan 

13 Langkawit Pulau Derawan Pulau Derawan Desa Wisata, Pengelolaan 

Spead Boat 

14 - Long Gelawang Laham 
Mahulu 

  

15 Karya Agung Batu Majang Long Bagun Pasar Desa 



Perkembangan BUMDes 

Tahun  2019 dengan 

kategori aktiv 

NO 
Nama 

Kabupaten 

Status 

Aktiv Tidak aktiv 

Belum 

dibentu

k 

1 PPU 29 1 0 

2 Berau 36 32 32 

3 Paser 88 44 7 

4 
Mahakam 

Ulu 
27 15 8 

5 Kutai Barat 85 96 9 

6 Kukar 85 91 17 

7 Kutai Timur 73 2 64 

Jumlah 
423 281 

137 

704 



LOMBA PENILAIAN BUMDESA TERBAIK TINGKAT PROVINSI KALTIM 

TAHUN ANGGARAN 2019 

KATEGORI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET BUMDES 

NO NAMA BUMDES DESA KECAMATAN KAB 

1 Amanah Padang Jaya Kuaro Paser 

2 Payang Sejahtera Sungai Payang Loa Kulu Kukar 

3 Bina Bersama Temelow Sepaku PPU 

KATEGORI INOVASI BUMDES 

NO NAMA BUMDES DESA KECAMATAN KAB 

1 Bersinar Desaku Muara Enggelam Muara Wis Kukar 

2 WKS Jemparing Long Ikis Paser 

3 Kemang Juaq Asa Barong Tongkok Kubar 



1. Pemerintah Desa Long Gelawang belum menemukan SDM 
yang memiliki kapasitas dibidang manajemen BUMDes 

2. Belum adanya forum rembuk dan pelatihan pengelolaan 
BUMDes yang menghadirkan 15 Bumdes yang menjadi 
terget dalam rencana kerja 2019. 

3. DPMD Kabupaten belum sepenuhnya mengutus BUMDes 
terbaik untuk mengikuti penilaian tingkat Provinsi Kaltim 
dengan kategori terbaik pengelolaan keuangan dan aset 
serta terbaik inovasi BUMDes. 

4. Terdapat perbedaan data jumlah BUMDes antara 
Pendamping Profesional dengan data BUMDes Bidang 
Ekonomi/Seksi BUMDes  

 



Peningkatan kemandirian 

Ekonomi Masyarakat 
  1  

Rapat Kerja Teknis Badan 

Usaha Milik Desa 

Paser dan 

Samarinda 

  2  
Pelatihan Pengelolaan 

Bummdes 

Samarinda 

  3  Sosialisasi Pendirian Bumdes Kabupaten 

  4  
Penilaian Bumdes Samarinda dan 

Kabupaten 

  5  
Koordinasi dan konsultasi  Kemendes, 

PDT&Trans 

 6  
Monitoring Perkembangan 

Bumdes 

7 Kabupaten 

Program Pengembangan 

Lembaga Ekonomi Pedesaan 



Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Pengembangan Emisi 

Rendah Desa/Village 

Low Emission 

Development (VLED) 

  1  Pembentukan Tim Kerja (Panitia 

Kegiatan) 

Paser dan 

Samarinda 

  2  Pelaksanaan Kegiatan  Sosialiasi 

Program Kampung Iklim +  serta 

Pendampingan Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Desa 

yang ramah Lingkungan. 

Kabupaten 

  3  Koordinasi dan Konsultasi 

Implementasi Kampung Iklimm + 

dalam Pengembangan Desa Rendah 

Emisi  

Kemendes, 

PDT&Trans, 

dan 

Kementerian 

LHK 

  4 Monitoring Pengembangan Emisi 

Rendah Desa di Kabupaten 

Kabupaten/Kot

a 



Peningkatan 

kemandirian 

Ekonomi 

Masyarakat 

  

1  

Rapat Kerja Teknis Badan 

Usaha Milik Desa 

 Samarinda 

  

2  

Pelatihan Pengelolaan Bumdes Samarinda 

  

3  

Sosialisasi Pendirian Bumdes Kabupaten 

  

4  

Penilaian Bumdes Samarinda 

dan 

Kabupaten 

  

5  

Koordinasi dan konsultasi  Kemendes, 

PDT&Trans 

 6  Monitoring Perkembangan 

Bumdes 

7 Kabupaten 

  

  

7  

Penyusuna Aplikasi e-

BUMDesMart 

Samarinda 

Program Pengembangan 

Lembaga Ekonomi Pedesaan 



Program : 

Perencanaan 

Berkelanjutan 

Berbasis 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

   

Kegiatan : 

  1  Pembinaan Perencanaan 

Desa Berwawasan 

Lingkungan 

Kabupaten 

 2  Sosialiasi Pembangunan 

Desa Berwawasan 

Lingkungan  

Kabupaten/De

sa 

  3 Bimtek dan fasilitasi 

Penyusunan RPJMDes, 

RKPDes yang 

berawawasan 

lingkungan serta 

Monitoring dan evaluasi 

Kabupaten 
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Suasana Tempat Acara Rapat 

Koordinasi Bidang  Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Tahun 2020 di Hotel Novotel 

Baliikpapan 

 

Suasana Tempat Acara Rapat 

Koordinasi Bidang  Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Tahun 2020 di Hotel Novotel 

Baliikpapan (1) 

 

Buku Kecil untuk peserta Rapat 

Koordinasi Bidang  Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Tahun 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Panitia Depan Acara Rapat Koordinasi 

Bidang  Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Tahun 2020 

 

Operator dan Notulis Acara Rapat 

Koordinasi Bidang  Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Tahun 2020  

 

Registrasi Peserta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Registrasi Peserta (I) 

 

Round Table untuk para peserta yang 

disiapkan oleh panitia 

 

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang 

diikuti oleh semua panitia, peserta dan 

narasumber 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kepala Dinas dari Kab ( dari kiri : Paser, 

Kutai Barat, PPU, Kukar, dan Berau) 

 

Moderator, Kepala Dinas, serta 

narasumber menyanyikan lagu 

Indonesia raya  

 

Pembacaan Doá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Laporan Ketua Panitia 

 

Laporan Ketua Panitia (I) 

 

Sambutan PLt. Asisten I Pemerintahan 

dan Kesra Sekda Prov. Kaltim 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sambutan PLt. Asisten I Pemerintahan 

dan Kesra Sekda Prov. Kaltim (I) 

 

 

Foto bersama setelah sesi Pertama   

 

Foto bersama setelah sesi pertama (I) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Snack 

 

Snack (I) 

 

Coffe Break  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Menu Makan Siang 

 

Menu Makan Siang (I)  

 

Menu Makan Siang (I) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Narasumber ( Kabid Kelembagaan dan 

Sosbudmasy. DPMPD Prov. Kaltim ) 

 

Narasumber ( Kabid Pemerintahan 

Desa dan Kelurahan DPMPD Prov. 

Kaltim ) 

 

Narasumber ( Kabid.. Kawasan 

Perdesaan ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Narasumber ( Kabid. UEM dan TTG ) 

 

Narasumber ( Perwakilan BPKAD Setda 

Prov. Kaltim )  

 

Narasumber ( Perwakilan BPKAD Setda 

Prov. Kaltim )  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sesi Tanya Jawab  

 

Sesi Tanya jawab (I) 

 

Sesi Tanya Jawab (II) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sesi Tanya Jawab (III) 

 

Kepala Dinas dan 4 Kabid DPMPD Prov. 

Kaltim  

 

Foto bersama panitia 
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